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ABSTRAK

Nama : Rita Komala Dewi

Program Studi 1 Magister Kenotariatan

Fuddal : Perfindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi
Perbankan

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga
intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan
serta dukungan dari masyrakat. Oleh karenanya sudah seharusnys bank
memberikan perlindungan hukum terhadap halc-hak masyarskat khususnya hak
nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia
adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI} Nomor &/5/PBI2006 tentang mediasi
perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1/PBU2008 tentang Perubahan
Atas Perasturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
Mediasi  Perbankan merupakan alternatif peayelesaian  sengketa  untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penclitian ind
dilatarbelakangi olch sejumlah perianyaan yakni, bagaimana perlindungan hukum
terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfhat mediasi
perbankan sebagai altemnatif penyelesaian sengketa dslam penyelesaian sengketa
perbarntkan?

Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digenakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan yang bersifat koalitatif. Pengumpulan data dilskekan melalut studi
kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perfama, mediasi perbankan meropakan
regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus
dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapal dalam hierarki
perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi pwebaokan ini
memerlukan penyempumaan vang lebih komprehensif. Kedua, manfhat mediasi
perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalzh
dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bask karens
dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan
gitrs bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbackan merupakan salah satn
afuran hukum untuk melindungi hak-bak nasabah terutama nasabah kecil dan
usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara
sederhana, piurah dan cepat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Mediasi Perbankan, Alternatif Penyelesaian
Sengketa
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ABSTRACT

Name : Rita Komala Dewi
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Legal Protection to the consumers by Banking Mediation

Banking sector has a strategic position as an institute of intermediation. In
carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community.
Therefore a bank should have given a protection to the rights of community
especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank
Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PB1/2006 tentang
Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 10/1/PBL/2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBL/2006 tentang Mediasi Perbankan.
Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute
existing between the customers and the bank. This study was initiated by a
number of questions such as how legal protection of banking mediation to the
rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as
alternative dispute resolution in solving the banking dispute.

Based on the objectives that mention above, this research use the method of
normative legal research with qualitative approach. The instrument for collecting
data is library research which use primary and secondary data.

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation
issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal
protection toward the rights of customers in a legal positive way must be
implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more
comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as
alternative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the
bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the
customer especially small customers and small and micro business for the dispute
solution can be done simply, cheap and accurately;

Key words: Legal Protection; Banking Mediation; Altemative Dispute Resolution.
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat komplek karena
mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan
masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis
tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat.
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam
pelayanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi kevangan (financial intermediary
institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional.
Kegiatan usaha utama bank menurut ketentuan Pasal 1 (2) UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yaitu
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatan taraf hidup orang banyak.”

Dalam melaksanakan fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-
pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana
maka menimbulkan adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah. Hubungan
hukum yang terjalin ini dapat menimbulkan suatu friksi yang apabila tidak
diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank.

Semakin agresifnya perbankan menawarkan sejumlah produknya, seperti
kartu kredit, anjungan tunai mandiri, serta berbagai bentu kredit dan tabungan
kepada masyarakat luas menyebabkan peluang terjadinya perselisihan semakin
terbuka luas. Pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan terhadap pelayanan
perbankan juga meningkat.

Lemahnya perlindungan terhadap nasabah terlihat dari semakin banyaknya
kasus yang muncul dalam kaitan dengan perkembangan perbankan. Hal ini juga

semakin jelas terlihat dari banyaknya keluhan nasabah melalui media massa yang

Universitas Indonesia
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infinya nasabah tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh bank yang tidak
sesual dengan fklan vang ditawarkan.!

Sengketa dapat terjadi karena tidak ditemukannya titik temu antars para
pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena Karena adanya
perasaan tidak puas dimana ada pihak vang merasa dirugikan dan RKemudian
porasaan tidak puas ini menjadi conflict of interest yang tidak dapat terselesaikan
sehingga menimbulkan suatu konflik *

Hal ini menvebabkan kegiatan bank sarat akan pengaturan baik
perundang-undangan di bidang Perbankan sendiri maupun perundang-undangan
lain yang terkait, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (selanjutaya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal
perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan
adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupskan perianjian
standar (standard contract).

Konsumnen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah
dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 teintang Perbankan dibedakan menjadi dua
macam, yaitn nasabab penyimpan dan nasabab debifur. Nasabsh penyimpan
adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan
berdasarkan merjaniian bank dengan nasabsh yang bersangkulan. Sedangkan
nasabah debitur adalah nasabsh vang memperoleh fasilitas keedit afav pembiayaan
berdasarkan prinsip syarish atau dipersamakan dengan i berdasarkan perjanjian
dengan nasabah vang bersangkutan

Dalam prakiek perbankan navabah dibedakan menjadi tiga yalty

i. MNasabah deposan, yaitu nasabah yang menvimpan dananya pada suatu
bank, misaloya bentuk giro, tabungan dan deposito.

2. Nassbah vang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan
misalnya Kredit kepemitikan rumah

! Ronny Sauteme Hotms Bako, Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Terhadap Deposito dan
Taburgan, (Bandwng:Citra Aditya Balti, 1995). him,3.

* Suyud Margono, ADR dun Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hikum, (Fakecta:Ghatia
Indenesin,2000),hlm. 34,

* Indoncsia, Undang-undang leniang Perubahan Undang-Undang Ne.7 Takun 1992 reniang
Perbavkan, UL No. 10 Tahun 1998061 sogks 17 dan 18,

Liniversitas indonesia

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH Ul, 2009



3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalvi bank (valk
in customer), misalnya transaksi antara importer sebapai pembeli dengan
eksportir di Juar negeri dengan menggunakan fasilitas Jetter of credit
Loy?

Ada dua masalah dominant vang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan,
yaitu ;

1. Pengaduan soal produk perbankan, seperti ATM (dwromatic Teller
Maching), Kartu Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk
keluhan produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk
perbankan

2, Pengaduan soal cara kerja petugas yang tidak simpatik dan kurang
professional khususnya petugas service point, seperti teller, customer
cervice dan satpam®
Dengan berkembangnya produk perbankan yang ditawarkan kepada

nasabah  khususnya produk  deposito, menimbulkan kebingungan terhadap
nasabah. Hal ini menyebabkan meningkatnya prakiek terselubung dari pihak bank
untuk mengambil manfaat dari kebingungan para nasabah yang awam terhadap
perbankan, Resiko vyang dihadapi nassbah jupa meningkat karena tidak
tersedianya informasi yang cukup fentang kesehatan bank yang terbuka untuk
LHYTLiTIT.

Untuk menjaga hubungan yang ferjalin antara bank dan nasabah maka
tidaklah berlebihan bila dunia perbankan haras sedemikian rupa menijaga
kepercayaan darl masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap
kepentingan magyarakal dengan memberikan perlindungan hokum terhadap
kepentingan  masysrakal, torutams  kepentingan dari nassbah  bank  yang
bersangkutan. Dengan perkataan [ain, dalam mangka uetuk menghindart
kemungkinan ferjadinya kekursngpercayaan masyarakat terhadap dunia
perbankan, yang pada saat ol tengah gencar melakukan ckspanst untuk mencart

* Yusuf Shofie 2000, Perfindungan Konsumen dan Instrumen-lnstrumen Hukumnya{ Bandung:
P.Cites Aditya Bakit}, htm, 32-33,

* Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsamen, (Bendung: PT.Citrs Aditys Beki}, 1999}, him, 19-
26
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dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bage massbah terhadap
kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperiukan ®

Dalam dunia perbankan diperlukan suatu penyelesaian sengketa vang
sederhana, cepat dan murah, Perbankan scbagai salah satu industri jasa keuangan
yvang merupakan jantung atau motor penggerak roda perekonomian Negara dan
yang bertumipu kepada kepercayaan masyarakat (fiduciary finanicial institution).

Di Indonesia alieratif penyelesaian seagketa {allermative dispuie
resofution) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 fentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal | angka 10 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 discbutkan bahwa “allematil penyelesatan
sengketa adalah lembaga peayelesaian senghketa atau beda pendapat melalul
prosedur yang disepakati pama pihak yakni penyelesaian sengkets di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiast, mediast, konsiliasi atau penilaian
ahli”.

Dalam pelaksanaan kegistan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah
tidak dapat terlaksana dengan baik schingga menimbuikan friksi antara nasabah
dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan
nasabah ini apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi
menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhimya akan depat merogikan
naszbah dan atau bank.

Bank Indonesia memformalisasi Enam pilar dalam Arsitektur Porbankan
indonesia sebagal sasaran yang ingin dicapal yaitu | (1) Struktur perbankan yang
schat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing
internasional {2} Sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipssi
perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional (3} Sistem pengawasan
yang independen dan efektif (4) Penguatan kondisi internal industri perbankan
yang kuat {5) Penciptaan dam penguaian Infastruktur pendukung yang mencukupi
{6) Perlindungan dan pemerdayaan nasabah’,

Untuk melaksanakan visi dan misi terschut dalam rangka melindongi
kepentingan nasabah, Bank Indonesia telah mengelvarkan berbagai peraturan,

®  Zulkamain Suompul, Froblemaithy  Perbonkan  {Bandung:Books Temae &
Library,2005),hm 326.
7 httgifiwww BLeo.dd, diakses 20 Mei 2009,
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Salah satu perlindungan terhadap hak-hak nasabzh yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang
Mexdiasi Perbankan, Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia
Nomar 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/5/PB1/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan salah
satu alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh pihak bank dalam
menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara bank dengan
nasabah.

Kehadiran mediasi perbankan pada pokoknya dapat menjembatani antara
kepentingan bank dan nasabah schingga dapat menyelesaikan problem hukum
yang terjadi dengan baik.

Keberadaan lembaga mediasi perbankan ini merupakan suatu bentuk
perlindungan terhadap konsumen. Ini merupakan langkah kebijakan yang akan
diterapkan Bank Indonesia yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.
Payung hukum terhadapmediasi perbankan ini masih dipertanyakan oleh berbagai
ahli hukum. Dan juga masih dipertanyakan independensi dari Bank Indoresia
sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan hingpa terbentuknya lembags
mediasi perbankan vang independen.

Berdasarkan pada hal-hal dimaksud, maka penulis tertarik untuk mengangkat
tema “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada permasalaban diatas beberapa masalah dapat dirumuskan
sebagal berikut ;
I. Bagaimana perlindongan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi
perbankan?
2. Apa manfaat mediasi perbankan sebagai altematif penyelesatan sengketa
daiam penyelesaian seapkets perbankan?

€. Tajuus Penclitian
Schubungan deoangan permasalaban vang akan dikaji, maka yang menjadi

tujuan dalam penelitian ini adalah :

iiniversitas indonesia
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1. Untck mengetshui perlindungan hukum terhadap hek-hak nasabah bank
dalam mediasi perbankan.
2. Untuk mengetahui manfaat mediasi perbankan sebagal alternatif

penyelesaian sengketa perbankan,

D . Kerangka Konsepsional
Pidatam penelitian ini yang dimaksud dengan :

I. Bank adalah badan usaba yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.?

2. Sengketa adalah permasalahan yang digjukan nasabah atau perwakilan
nasabah kepeda penyclenppara mediasi perbankan, sefelah melalu] proses
penvyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana distur dalam Persturan
Bank Indonesia toptang Penyelessian Pengaduan Nasabah?

3. Masabah adalab pihak vang mengeunakan jasa bank, termasuk pihak vang
tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan
transakst kevangan (walk-in customery'®

4. Mediasi adalab proses penyelesaian sengketa vang melibatian mediator
unfuk  membanty  para pihak  yang  bersengketa gung  mencapal
penyclesaian  dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian
ataupun sehuruh permasalahan yang disengketakan'!

E. Metodologi Pepelifinn
I. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ! adalah deskripsi analitis. Penelitian yang
bersifat deskeiptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah,
meniclaskan, dan menganalisis suate peraturan hukum'?

¥ Indonests, Undeorg-undang teriang Pervbakan Undang-Undang No, 7 Takn 1992 fentang
Parboankan, VI Mo, 10, LM No 182 Tahuem 19928051 bulir 2,

* Pasal 1 angkn 4 PBI Nomor B/S/PBI2006

" Toid, pasal § angka 2

" 1bid, pasal T angks 5

¥ Soerjono Sovkamte, Pengantar Penclitian Hidwm, {fakara:Ul Press, 1986}, 1im.63
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Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (yuridis normatif)
dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian normatif adalah
metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peratwan  perundang-undangan.” Dalam penelitian yuridis normatif yang
digjukan adalsh mergjuk pada sumber bazhan hukum yakni penelitian yang
mengacu pada nompa-norma hukum yang terdapat dalam berbagal perangkat
hukum,

2. Sumber Data

Adapun data sckunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library
research) bertujuan untuk mendapatkan Konsep-Konsep, teori-teori dan informasi-
informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupn
peraturan perundang-uadangan dan Karya ilmiah lainnya. Dala selcander penclitian
yang digunskan terdir dari ;7

i. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari ateran hukum
yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atan peraturan perandang-
undangan vaity Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Afas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif’ Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor § Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

8/5/PBI2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI Nomor [0/1/PBI/2008

tentang Perubahan PBI Nomor 8/5/PB1/2006 Tentang mediasi Perbarkan,

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor ! Talun 2008 tentang

Peosedur Mediasi Di Pengadilan .

2. Bahan bukum sekunder adelah bahan hukum yang diperoleh dari buku
teks, jurnal-jurnal, pendapat serjana dan hasil-hasil penelitian,

3. Baban hukum tersier adalsh bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
nenjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

¥ Soerjone Soekamto S6 Momudii, Penelitian Hukum Normatif, Jakana:Rajs Grafindo
Persada,2004), ki 14,

* Shonny Torahiny, Teori dan Metodologi Penetitian Hidum Normatf,

{Surabaym Banyumodia 2008  him 192,
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yain
dengan mencliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam tesis ind,
seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, pendapat para sarjana
dan bahan-bahan lainnya,
4. Analisa Data

Sehoruh date vang sudab diperoleb dan dikumpulkan selanjutnya ditelaah
dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari scluruh jawabas kemudian
dioleh denpan menggunakan metode  dedukatif dan  terakbir dilakukan
pembahasan uatuk menyelesaikan permasalaban yang ada, Dengan demikian
kegalatan analisis ini dibarapkan akan memberikan solusi atas permasaizhan

dalam peaclitian inl
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BAB I
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MELALUI MEDIASI
PERBANKAN

I. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan
A. Hubungan Bank dan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 unsur yang saling
terkait, vaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan
kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat “percaya untuk
menempatkan vangnya, pada produk-produk perbankan yang adan pada bank
tersebut. Berdasarkan Kkepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat
memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank
akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan
bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.'’ Dalam UU tersebut
disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan
dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara
bank dan nasabah yaitu :'¢
(1). Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik
masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan
nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul
dari produk-produk perbankan, seperti nasabah, tabungan, giro dan
sebagainya. Bentuk hubungan hukum ini dapat tertuang dalam bentuk

peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus

'3 Lihat Pasal | ayal (2).
¢ Ronny Saulama Hotma Bako,op.ciz.hlm.196
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dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus
disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari produk
perbankan tidak aken sama dengan syarat dengan syarat dari produk
perbankan yang fain.
{2) Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagal lembaga penyedia dana bagi para debiturnya.
Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi
atau kredit pemilikan rumah.

Basis hubungan hulkum antara bank dan para nasabshnya adalah
hubungan kontrakipal, Hubunpan kontraktual ini terjedi pada saat nasabab
menialin hubungan hukum dengen pihak bank, setelsh nasabah melakukan
hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposite, dan
produk perbankan laionya.

Di Amerika Serikat sebagrimana dikutip Ronny Sautama Hotma Bako,
menjelaskan bahwa hubungan hukum bank dan nasabsh difihat sebagai
hiubungan kontraktual antara debitur dan kreditur, Menurut hukum sctempat,
apabila seseorang deposan membuka suata rekening pada soatu bank, maka
tercipialah hubungan debitur dan kreditur antara bank dan deposas yang
bersangkutan, Bank tersebut mempunyai hak yuridis terhadap uang vang
dititipkan dan menjadi berhutang kepada deposan untuk jumlah vang yang
dititipkan tersebut.”

Didalam praktek perbaskan vang dilakukan selama ini, termasuk
Indonesia penyeraban dana oleh nasabah untuk disimpan oleh bank selalu
mengandung  pengertian atau  kescpakatan bahwa bank yang menerima
simpanan lersebut berhak untuk memakal dana tersebut sekebendaknya untuk
keperluan apspun jugs, dan sasabah penyimpan dana tidek mempunyal hak
apapun mengenal tujuan pemakaian dana tersehut oleh bank, Hak nasabah
penyimpan dana semata-maia hanya berupa hak untuk menagih dan
mendapatkan kembali dana tersebut. Praktek perbankan sclama ini bersikap
bahwa dana atan vang vang telah discrabkan oleh nasabzh penyimpan dana

" Ronny Sautarna Hotma Bake,Cp Cirhin. 37
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kepada bank adalah vang bank. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan
nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank.

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki
kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa
konsekuensi pada timbulnya interaksi antara bank sebagai pelaku usaha
dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak
yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak
yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk
giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memeriukan dana
interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam
dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan
konsumen pengguna jasa perbankan atau nasabah dapat pula mengambil
bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain
penyimpan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti
misalnya jasa transfer dana, inkaso maupun safe deposit. Dalam
perkembangannya, nasabah pun dapat memanfazatkan jasa bank untuk
mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi
yang dikaitkan dengan produk bank (bancassurance) dan reksadana.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah,
bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak
segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan
bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama
disebabkan oleh empat hal yaitu;

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa
yang ditawarkan bank masih kurang,

2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk serta perbankan yang
masih kurang.

3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi
nasabah peminjam dana.

4. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian

awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.
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Dalam perekonomian yang global, nasabah bank tidak hanyz terdiri dari
atas nasabah domestik, yaitu nasabab yang tinggal di Indonesia saja, tetapi
juga dimungkinkan adanya nasabah internasional, yaitu nasabah yang tinggal
di luar negerl.

Berbagai klasifikasi nasabah tersebut menimbulkan keragaman jenis
produk dan jasa yang dapat ditransaksikan dalam industrl perbankan di
Indonesia. Keragaman inl juga membawa konsckuensi dengan semakin
kompicksnya permasalaban yang timbul aotara bank dan pasabah, vang tidak
jarang menimbulkas perselisihan,

Dalam memilith suatc bank, nasabah cenderung bersikap rasional,
dengan mendasarkan pada berbapai atribut seperti tingkat suku bunga, biava
vang dikenskan, kepercayaan dan pengalaman terhadap bank tersebut, baik
yaog dialami coleh nasabah #u sendiri maupun merupakan referensi dari
keluarga dan temannya.

Dalam prakteknys bukan tidak mungkin terjadi perselisithan antars
pihak nasabah dan bank. Berikut ini disampaikan beberapa kegiatan yang
dianggap berpotensi terjadi perselisihan, yaitu pengambilan dana nasabah,
penanganan kredit bermasalab, penjagaan kerahasiaan data nassbah, serta
pemanfaatan perbankan clektronik.

Nassbah yang menyimpan dana di bank seringkali mengalami kendala
dalam pengambilannya. Hal ini terkait dengan keterbatasan fasilitas bank
seperti ATM yang membatasi jumlah dana yang dapat diambil perharinya,
pengambilan dana melebihi batas yang ditetapkan dalam ATM harus
dilakukan melalui kantor cabang. Kondisi ini menyebabkan nasabah harus
membuang wakiu untuk mengantri sebelum mendapatkan Tayanan di kantor
cabang bank. Menjadi merepotkan lagi ketika pengambilen jumiah terteatu
harus melalui proses konfirmasi dari kantor cabang fempat nasabah
menyimpan danatya.

Masalah antara bank dan nasabah muncul jika informasi keuangannya
jateh ke pihak lain. Schagail contoh adalab ketika seseorang mendapatkan
tawaran untuk menjadi nasabah peminjam suatu bank, dengan dasar kondisi
keuangan nasabah yang sudah diketahui bank tersebut. Contoh lain adalsh
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ketika aplikasi pengajuan menjadi nasabab peminjam ditolak oleh suatu bank
vang memanfaatkan kondisi kevangan atau historl pinjaman nasabah tersebut
di bank lain.

Penjagaan atas kerahasisan data nasabah termasuk dalam unsur yang
memdasari  pemilihan  bank oleh nasabah. Bahkan hal inilah yang
melatsrbelakangi banyaknya nasabah di berbagai Nepara menempatkan
dananya di Switzerland yang terkenal dengan penjagaan ketat atas kerahasiaan
data nasabah,

i era teknologi informasi seperti sekarang ini, arus informasi menjadi
begitu lancar, transparan dan mudah diakses. Namun dengan alasan apapun,
termasuk  afasan  prinsip kehati-hatisn, bank tidak diperkenankan
membocorkan data nasabah kepada pihak lain. Penpecualian banya dapat
dikenakar pada hal-hal vang berkaitan dengan tindak criminal.

Asas-asas khusus dart hubungan Bank dan Nasabah Penyimpan Dana
I. Hubangan Kepercayaan (Fiduciary Relation}

Hubungan hukum antara bavk dan nasabah penyimpan dana selain diliputi
asag-asas ymum dari hukum perianjian juga asas-asas Khusus. Artinya nasabah
penyimpan dana hanya bersedia meyimpan dananya pada suatu bank apabila
nasabah  percaya kepada bank yang bersangkutan dan mampu unrsk
membayar kembali dana apabila ditagih. Bank juga mempunyai kedudukan
yvang khusus didalam masyarakat vaitu sebagal bagian dari sistem moneter
yang ferpereaya, maka hubungan hukum antars bank dan nasabah penvirapan
dilandasi olch asas kepercayaan.'®

Menurut Symons Jr. sebagaimana dikutip Sutan Remy Sjahdeini,’®
mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabsh bukanlah hanya
sekedar hubungan debitur kredifur semata, tetapi lebih dari i, Bila dilihat
dari transeksi loan dan deposit adalah memang hubungan debitur kreditur,
tetapt mengingat status bank yang unik didalam masyarakat kita dimana bank

* Suten Remy Sishdeini., Kebebavan Berkonirak dan Perlindungan Yeng Seimhang Bagi Para
Pihuk Dalam Perjanjion Kredit Bank Di ndonesia, (Jakena:Insiig Bank Indonesia, 1993).him.
EE,

** thid Mm. 162.
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adalah g place of special safety and prebiry, maka hubungan tersebut adalah
swatw fiduciary.

U Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur hubungan bank dan
nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara
debitur dan keeditur tetapi juga hubungan kepercayaan atau fiduciary relation,
ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 29 ayat 1-4 UU Nomeor 10 Tahun
1998 vang menyebutkan:

... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada
bank atas dasar kepercayaan ...

Inl dimaksudkan sgar nasobah penvitmpan dana dalam berhubungan dengan
bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandast oleh kepercayaan
bahwa bank akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan
kemball simpacsn pada nasabah penyimpan dana iu pada waktu ditagih
ataupun pmis wakiu jatuh (empo. Dengan demikian hubungan bank dan
nasabah penyimpan dana adaizh bubungan pinjam-meminiam sang antars
debitur {bank} dan kreditur {nasabah penyimpan dana} yang dilandasi olch
asas kepercayaan,

2. Hubungan Kerzhasiaan (Confidential Relation)

Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyal suatu sifat
kerahasiaan, adapun hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan
bank ituw sendiri yang memerlukan kepercavaan dari masvarekat yang
menylnpan vangnya pada bank tersebut.

Pengertian rahasia adalah sepala sesuatu yang berhobungan dengan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya®® Bank wafib
merahagiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,
Ketentuan rabasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu yaitu untuk
kepentingan perpajakan, penyelesaian piutanpg bank, peradilan pidana,perkara
perdata antar bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank
atas permintsan, persetyiuan atau Kuasa dari nasabah penyimpan dang,

Keterikatan bank terhsdap ketentvan atan kewajiban merahasiakan
keadaan keuangan nasababnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank

* tndonesis, Usdang-Undang Pecbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 28
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dengan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Qleh karena
jte hubungan antar bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan
kerahasiaan.”

3. Hubungan Kehati-hatian Prudential Relation)

Asas kehuti-hatian adalzh sustn asas menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan Regimtan uszhanya waiib menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam rangka melindunpt dana masyarakat vang dipercayakan pada
bank> Dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perbankan
di Indonesia dalam menialankas usshanya berasaskan demokrast ekonomd
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Kemudian didalam pasal 29 ayat
2 UL Mo, 10 Tahun 1998 disehutkan bahws bank wanb melakukan keglatan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

Tujuan diberlakakannya prinsip kehati-hatian agar bank sefalu dalam
keadaan schat, likuid dan solvent. Dengan diberfakukannya prinsip kehati-
hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbamkan totap
tinggl, sehingga masyarakat bersediz dan tidak ragu untuk meyimpan dananya
di bank.”

Upayas perlinduogan yang diberikan UU Perbankan terhadap dana
masyarakat mnerupakan pencgasan bahwa sekalipun pads hakikatnyz vang
yang disimpan oleh nasabah pevimpan dana telah menjadi milik bank sejek
disctorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyal
kebebasan matiak untuk menggunakan wang iy, Bank hanva boleh
menggunakan wang v untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin
kepastian bahwa bark Hu nantinys skan mampu membuyar kemball dana

masyarakat yang disitnpan kepadanya.

FRachmadi  Usman, SH,  dspekdspek Hukum  Perbamkem & Indonesia,
{Jakarta:gramedia, 20000,him. 14,

** Iid.

= Sutan Remi Sishdeind, Swdah Memadaituh Periindungan Yang Diberikan {lel Hukum Kepoda
MNasabak Pepylwmpean Duna, Qrast imigh Dalem Rangka Memperingati Dfies Nataltes XIfLustrum
VHI {Sursbavalintversiiag Alrlangen, 19941 him. 13-14.
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B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul dari Hubungan Bank dan Nasabah
Penyimpan Dana
Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan
teriihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewaiiban yang terletak pada
bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana
schagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah
diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi.
Kewsaiiban dari bank torhadap nasebah adalzh sebagai berikut :
t. Kewsgjiban bank untuk telap menjags rahasia keuangan nasabah
Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungen antara bank dan
rasabah adalah kewajiban bank untuk mershasiakan segala transaksi yang
terfadi antara bank dan nasabsh. Bentuk hubungan transaksi ini wajib
dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapur, kecuali dalam hal-hal eetentu.
Dalam kasus Towrnier vNational & Union Benk of England (1924} KB 48.
Dalam kasus ini hakim menetapkan adanya 4 pengecoalian tentang rahasia
bank. Pengecualian itu dapat berupa:™
a. Apabila pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum;
b. Apabila bank berkewajiban untuk melekukan pengungkapan kepada
masyarakat;
¢, Apabila pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank;
d. Apabila nasabah tnemberikan persetujuan.
Adapun dasar pomikirsn adanya kewajiban bank memegang rahasia kenangan
nasabah didasarkan ates beberapa hal™
a. Hak setiap orang atau badan hukum untuk tidak ditkutcampuri alas masalah
yang bersifat pribadi;
b. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah;
¢, Atas dasar ketentuan Ut) Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubaban atas
Ul Nomor 7 Tahun 1892 tentang Perbankan, yang menugaskan bahwa
berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat

¥ Alzn L.Tyree, Banking Law in Australia (Sydney, Adelaide, Brisbane,Canberra, Melbourne,
Hohard, Perth: Buttarworshs, 19903, him, 91,

* Bambang Setijopradio, Menvingkap Kontroversi Rahasia Bank, {Harian Ekonomi Neraca 4
Januari 19943 hined.
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bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian
pengetahuan  bank tentang keadaan keuangan nasabah  tidak
disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaanya oleh setiap bank;

d. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;

e. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Seperti halnya dengan kasus Tournier's, dalam UU No. 10 Tahun 1998,
juga memberikan beberapa pengecualian terhadap penerapan ketentuan
rahasia bank, yaitu melalui ketentuan terhadap penerapan ketentuan rahasia
bank, yaitu melalui ketentuan yang sifatnya limitatif dengan berlandaskan
kepentingan umum dan Negara

a. Dalam hal kepentingan perpajakan (Pasal 41 ayat (1))

b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara
(Pasal 41 A ayat (1))

c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1))

d. Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 43)

e. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1))

2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Lembaga Penjaminan
Simpanan (LPS) Nomor 4 Tahun 2004. Fungsi dari LPS ini adalah menjamin
simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas
sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

3. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah

Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana
masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlab uwang dari
nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
Dengan diterimanya sejumlah uang dari nasabah tersebut, maka bank akan
menyalurkannya kedalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian
kredit.

4, Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada
masyarakat
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Adapun kewajiban yang dimaksed adalah bank wajib melaporkan
kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya bank wajib
melaporkan kegiatan yang perbankan vang perbankan lakukan selama kurun
waktu tertentu, dalam bentuk Neraca Rugi/Laba dan Laporan Keuangan,
Laporan ini wajib dimuat dalam media massa setiap 3 (tiga) bulan. Laporan
keuangan perbankan ini dapat ditihat dalam media massa. Hanya saja baru
sebagian kecil dari nasabah yang dapat membaca tentang laporan kegiatan
perbankan dengan benar,

3. Kewajiban Bank untuk mengetahui sccara mendalam tentang nasababnya

Adapun vang dimaksudkan dengan kewajiban ini adalah bank wajib
menrnta keterangan bukii dirt dari nasabah, dengan maksud meminta
keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud meacegah hal-hal yang
tidak diinginkan dikemudian hari apabila sescorang akan mengambil atay
menarik uangnya dart bank yang bersangkutan,

C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hukum Perbankan
Dalam kerangka berpikir yuridis, perlindungan hukwm dapat diartikan
sebagai perlindungan hak-hak nasabah. Perlindungan ini diberikan oleh suatu
peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada pihak yang melanggar
hak tersebut yakai bank dan pihak ketiga. Dalam kacamata hukum positif
perlindungan hukum terbadap hak-hak nasabah seharusnya diastur dalam
Undaog-Undang.

Perlindungan hukum adalah segsla upaya vang menjamin adanve
kepastian hukumn untuk memberi perlindungan kepada setiap objek hukum.
Terhadap perlindungan hukwm terhadap nasabsh, dibagt menjadi 2 (dua)
perlindungan  hukum  yaite perdindunpan hukum  tidsk  fangsung  dan
perdindungan hukum langsung,

1. Perlindungan Hukum Langsung
Perlindungan int adalsh suatn perlindungan yang diberikan kepada
nasabah penyimpan dana secara langsung ferhudap kerungKinan
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timbulnya resiko kerugian dari kegiatan yang dilakukan ofeh bank.
Perlindungan langsung terdapat dalam ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dakum
dunia perbankan nasabah penyimpan merupakan kreditor yang
mempunyai hak mendahului dalam arti bahwa nasabah penyimpan
yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang
sedang meongalami kepapalan atau kesulitan dalam memenuhi
kewajiban-kewajibannya. Masalah hak mendahului distur dalam
pasal 29 uwndang-undang No 10 tabun 1998. Mengenai jaminan
perlindungan bagl nasabah penyvimpan dana sehubungan dengan
dihentikan  kegintan usaha bank deposan adalzh dengan
diciptakannya asuransi deposito. Misi dari lembaga deposito adalsh
memelihara stabilitas sistem keuangan negara denpan car
mengasuransikan pars deposan bank dan mengurangi gangguasn
terhadap perekonomian nasional disebabkan kegagalan yang dislami
bank. Masalah jamipan terhadep dana masyarakat diator dalam
ketentuan pasal 37 B Undang-undang No 10 tahun 1998,

b, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Teniang Lembaga Penjamin
Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan adalab suate lembaga
independen yang berfungs! menjamin simpanan nasabah perbankan
di Indonesia, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan
turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesual
kesvenangannya serta memberikan jaminan atas seluruh kewajiban
pembayaran  bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket
guarantzey, Tujuan Kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah
untuk melindungi simpanan naszbah kecil. Da!am pelaksanaannya,
blanket guaraniee memang dapat menumbuhkan  kembali
kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang
lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral
hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk
mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi
nasabah penyimpan serfa menjaga stabilitas sistemt perbankan,
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program peniaminan yang sangal luas lingkupnya tersebut perlu
digantikan dengan sistern penjaminan yang terbatas.

o. PBI Nomor 8/3/BL2006 Tentang Medias) Perbankan Secbagai
Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PBI Nomor 1(/1/PBI2008
Tentang Perubzhan Afas Persturan PBI Nomor 8/5/PBIL/2006.
Peraturan ini menentukan bahwa apabila terjadi sengketa antara
nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan
finansial nasabah oleh bank, dan tidak terdapat kesepakatan antara
bank dengan nasabab fersebut, maka di opayakan penyelesaian
melaluf mediasi perbankan oleh Bank Indonesia.

2. Perlindungan Hukem Tidak Langsung
Perlindungan secara tidak langsung {(fmpiicit/indirect profeciion) cieh
didunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah
suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penylmpan
dana teriiadap segala resiko kerugian yang timbul dari suaty kebijaksanaan
atan tmbul dari kegiatan ysaha vang dilskukan oleh bank. Perlindunpan
hakum tidak lngsong antars lain berdasarkan:

a. Pasal 29 sampai pasal 27 Undang-undang Perbankan. Berdasarkan
pasal Pasal 29 sampat pasal 37 Undang-undang Perbankan, dengan
melalui mekanisme pembinaanan pengawasan yang dilakukan oleh
Bank Indonesia diharapkan bavk menjadi sehat, sehingpa dengan
bank vang sehat kegiatan perbankan akan berjalan dengan lancar
tanpa ada kendals yang mengganggy kenyamanan dan kepercayaan
nasabah ferhadap bank, dan menumbuhkan kepercayaan nasabsh
akan dana miliknya aman dan terjamin,

b. Undang-undang BNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Nasabah adalah konsumen yang menggunakan produk
dan jasa yang diproduksi dan diberikan oleh bank selaku produsen
kepada nasabah. Nasabah yang menggunakan produk ataupun
fayanan jasa yang ditawarkan pihek bank adalah konsomen dalam
usaha perbankan yang periu dilindungi hak dan kepentingannya olch
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bank yang mengeluarkan produk serta layanan perbankan, khususnya
internet banking,

¢. Pasal 1367 Kilab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal

1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa
nasabah tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang
discbabkan karena perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk
kerugian yang disecbabkan karena perbuatan pihak-pibak yang
menjadt fangeongannya., dan tanggung jawab fersebut berakhir
apabila nasabah tersebut dapat membukiikan bahwa nasabah tidak
dapat mencegah perbuatan yang menyebabkan mewreka untuk
bertangpung jawab atas hal tersebut.

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3

Tahun 2004 sebagaimana felsh divbah menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahum 2009 Tentang Bank Indonesia. Berdasarkan
Undang~undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3
Tahun 2004 sebagaimana telah divbah menjadi Undaog-undang
Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia ini, maka Bank
Indonesia schagai pengatur dan pengawas bank

Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara khusus bak-hak
nasabah, baik nasabah debitur maupun hak nasabah kreditur, Perlindungan
hukwm bagi nasabah scharusnya sudah dilakukan pada tahap pra kontrak
sampai dengan palaksanaan kontrak, Kefika hubungan hukum antara nasabah
dengan bank mulai tercipta, maka sejak momentum itu terbuka konflik hukam
antara para pihak. \

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan
sendiri ferlunta-lunte tanpa sustu perlindunpan yang prediclable dan
reasonafie. Karena itu, salah satu masalah yang sering dikelubkan terus
menerus adalah tidak adanya atan kurangniya perlindungan terhadap nasabah
jika berhubungan dengan bank.*®

Perlindungan hukem dalem transaksi perbankan, merupakan hal yang
patut dikedepankan agar kepentingan para pihek dapat dilindungi. Wujud

2 Munir Fuady, Hukum Perbankan Madern, {Bandung:Clira Adytia Baki, 20033.,8im.9¢
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perlindungan hukum pada dasarnya merupaksn upaya pencgakan hukum.
Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah. Upaya penegakan
hukum tidak terlepas dari gita hokum yang diannt dalam masyarakat vang
bersanghkutan kedalam perangkat berbagal aturan hukum positif, lembaga
hukum dan proses (prilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).
Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu
unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum, *

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada kefentuan yang secara
khusus mengatur masalah perlidungan hukum terbadap simpanan nasabah,
Dalam pasal 29 ayat {I) Undang.undang Perbankan hanya discbutkan,
pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia®

Hal ini memberi konsckuensi bagi BI untuk lebih efektif dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Sebagai lembaga Pembina dan
pengawsas perbankan di Indonesia, Bl mempunyal peran vang besar dalam
ussha melindungi dan menjamin agar nasabah fidak dirugikan, sena
melakukan tugas dap kewenangaonya untuk mengawasi pelaksanakan
ketentwan perundang-undangan oleh sglurch bank yang beroperasi di
Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif
dalam meminimalisasi kasus-kasus kerugian nasabah karena tindakan bank.*

Pada tshun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahon 1998
diintroduksiiah rumusan nasabah dalarm pasai 1 angka 16, yaitu pihak yang
menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperincl pada angka berikut:
“ Nasabah penyimpan dana adalah nasabab yang menempatkan dananya di
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perianjian bank dengan nasabah
yang bersangkutan” (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998).

* Nasabsh debitur adalah pasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu

= Syafruddin Kale, Aflersatif Penyslesaion Sengheta Perbankan Mefali Mesiasi, disampaikan
pada diatog interakiif Mediasi Perbankan kerjusama Bank Indonesia dengan Prograra Studi Himu
Hukum Sekolah Pascasarjena USU Medan, 21 Desember 2006, blm.6.

2 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung:Mandar Maju, 2000}, blm.63

* Syatruddin Kalo, op.cit,hlm.10.
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landgcape perbankan, stratifikasi perbankan, atau pemetaan perbankan
nasional.”

Tujuan wutama  Assifekiur  Perbankan Indomesia  adalah  untuk
menciptakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan
kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomti
nasional. Mengenai pentingnya keberadazn APT menurut Burbanuddin
Abdullah secara kontekstual didasarkan pada tiga alasan, yaitu persama, bank
masth merupakan institusi penting bahkan terpenting dalam menyediakan
sumber dana untuk dunia ussha, Fungsi financial intermediory bank, yakni
kemampuan untuk mengumpulkan dana mssyarakat untuk  kemudian
membiayal pembangunan ekonomi, menyebabkan perhankan menjadi industr
yang penting. Kedug, industri porbaskan memiliki potensi risiko yang dapat
memicu instabilisasi perckomomian suate Negara babkan perekopomian
global. Ketiga, Arsiktur Perbankan Indonesia juga menggambarkan upaya
Bank Indonesia selaku otoritas perbankan untuk lebih transparan dalam
kebjiakan perbankannya dan merupakan salah satu benstuk dari adanya
peningkatan gnod governance di pihak Bank Indonesia *

APl pada hakekatnys merupakan sebuah rancang bangun perbankan
nasional jangka panjang. Untok mewnjudkan rancang bangus yang
dikehendaki tersebut, Bank Tndonesia mengidentifikasi adanya enam pilar
yang telah dijabarkan dan diimplementasikan secara bertahap, yaito M

1. Stroktur perbankan yang sehat;

2. Sistem pengaturan yang efektif;

3. Sistem pengawasan yang independen dan efekiif
4. Industri perbankan yang kuat;

3. Infastrulkiur pendukung yang mencukupi;

6. Perlindungan Konsumen,

Jika sclama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubab dengan

* Hermansyah, Hikum Perbankon Nazional Indenesia, {Jakarta:Kencana Media
Ciroaan, 2000 Bim 177

2 thic Wi 180-181.

M Krisna Wilaye, Dioko Retnadi, Komsofidasi Perbankan Nasional: Dari Relopitaiasi Mergu
Arsitekinr Perbonkan indonesia (AP5 {Takaria Masyarakat Profesional Mudagd, 20053, 191,
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berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang beorsanpkutan. (Pasal |
angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Tak dilindunginya kansumen sebagai nasabah, sudah terasa sejak
konsumen pertama kali berhubungan dengan bank. Hubungan keduanya tidak
seimbang. Apalagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sama sckali tidak mengenal definisirumusan nasabah. Ketika konsumen
menjadi kreditur dalam beniuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan, tak ada agunan apapun yang
diberikan bank kepada konsumen, kecvali modal kepercayaan,™

Posisi Konsumen sanpatiah lemash dibandingkan dengan posisi bank.
Undang-Undang Perbaskan mengatur masalah perlindungan masabeh secara
sumir. Itu tercermin dalam wewenang Bank Indenesia dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan bank. Artinya perlindungan terhadap konsumen
scbagal nasabab  bank, dak dapat dipisabkan dari upaya menjage
kelangsungan baok dalam sistem perbankan nasional. Perlindungannya tidak
diatur secara tegas.”

Perlindungan nasabah ini perlu berkaitan dengan pembentukan sebush
sistern perbankan yang mantap dan akhirnya bermuara pada sebuah sistem
perbankan yang efisien, kuat dan mantap guna menciptakan siabilitas sistem
keuangan yang mendorong pertumbuban ekonomi nastonal. Qleh kerena ity
perbankan dan nasabah barss memiliki hubuogan yang setara untuk
mendukung sistem perbankan yang schat.

D. Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Baok Dalam Arsitektur Perbankan
lndonesia
Sejak Sanuari 2004 Bank Indonesiz telah memiliki sebuah blueprint
mengenai tatanan industri perbankan ke depan, yaitu Arsitektur Perbankan
indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesta {(API) adalah sebuah istilah baru
dibidang perbankan nasional, tetapi sebelum o telah dikenal beberapa istilah
lain vang mempunyai arti dan fujuan relatif sama, vaitu bluepring perbankan,

2 Yuguf Shofic,op cit,him.69.
N thidalm. 72
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah
berluku  efektifryas  Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 twntang
Perlindungan Konsumen ssiak Tabun 2001 aspek pengaturan perbankan pun
harus diperiuas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah
scbagal konsumen peagguny jasa perbankan. Apabila dilihat dari masa berlaka
efektifnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen {(UUPK) yaitu Tahan 2001, maka sepintas terlihat bahwa Bank
Indonesigkurang merespons pemberlakuan undang-undang tersebut. Namun
demikian hal ini bukan beracti pedlindungan dan pemberdayasn nasabah tidak
diperhatikan oleh Bank Indonesia.

Pada satu sisi, LUPK tersebut diperiakukan pada saat Bank Indonesia
sedang herupaya keras melakukan perbaikan-pechatkan pada  sistem
perbankan, termasuk didalamnya rekapitalisasi perbankan dan penyernpumaan
berbagal ketentoan yang menyangkut aspek kehati-hatian. Sementara o pada
sisi lainnya Bank Indonesiz sejak awal Tahun 2002 mulai menyusun cefak
biru sistem perbankan nasional yang salab sato aspek didatamnya tercakap
upava untuk melindungi dan memberdayakan nasabah, Upaya ini kemudian
berfanjut dan dituengkan meniad! pitar keenam dalam APl vang mencakup
empat aspeX, vaitu mekanisme pengadusn nasabah, pembentukan lembags
mediasi Independen, transparansi infonmasi produk, dan edukasi nasabah,
Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program APY, adalah’™
1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah;

Pembentukan lembaga mediasi perbankan;
Penyusunan standar transparansi informasi produk;
Peningkatan edekasi untuk nasabah,

Bowop

Keempat programe diatas saling terkait satu sama lain dan secara
bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan peraberdayaan hak-
hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program diatas scharusnya
dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenal kegiatan

* Multarmas D.badad {2),"Perlindungan dan Femberdovean Nasabah Bowk Dalam Arsitektir
Perbonkan Indonesia”disampuikan pada diskusi Badan Perlindusgss Konsumen Nasions),
Yaloaria, 16 Joai 2006,
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usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi i selain untuk
memperluas wawasan masyarakat meagenai industri perbankan juga ditujuakn
untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalul pengenalan
perencanaan Keuangan dan perbankan. Langkah selanjutmya setelah edukasi
adalsh dilaksanakannya transparansi mengenai karakteristik produk-produk
keuangan dan perbankan. Transparansi inj penting dilakukan agar masyarakat
vang berkeinginan untuk meniadi nasabah bank mendapat informesi yang
cukup memadai mengenal manfaal, risiko dan biaya-biaya vang terkait dengan
suatu produk tertentu sebingga keputusan untuk memanfaatkan produk
torsebut sudah melatui pertinbangan yang matang dan sesuai dengan
kebutuhan calon nasabah, 3

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan dan pembordayaan
paszbah ini adalah keberadaan jusfrastrektur di bank wntuk menangant dan
menyelesaikan berbagai keluhan dan pengadvan nssabah. Dalam hal ini, bank
harus merespon setiap keluhan dan pengaduan yang dizjukan nasabzh,
khusustya vang terkait dengan transaksi kevangan yang dilakukan nasabah
melalol bank tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan
pengaduan azsshah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku smum
disetiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar wakiu
ini harus ditentukan sedemikian rupa sehinpga dapat dipenuhbi dengan baik
oleh bank dan tidsk menimbulkan kesan hahwa pengaduan tidsk ditangani
dengan semestinya oleh bank ¥

Walaupun  sgoara ideal program-program  perlindungan  dan
pemberdayaan  nasabah  scharusnya  dimulai  deagan  edukasi  kepada
masyarakat, Bank Indonesia merasa perly untuk memprioritaskan programi-
program lainnya terlebih daholu, yaits penappanan pemgaduan nasabah,
transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi
perbankan independen,

Penerbitan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2003 tentang
“Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah™
dan PRI Nomor 7/7/PBI2005 tanggal 20 Janvari 2005 tentang Penyelesatan

* thin
¥ rhid
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Pengaduan Nasabah yang menjadi bagian Paket Kebijakan Perbankan Januari
1805 dan PBI Nomor 8/5/PBY/2006 tanggal 30 Januari 1006 tentang Mediasi
Perbankan sebagal bagian Paket Kebijakan Perbakan Januari 2006 merupakan
realisasi darl upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha
perbankan dengan amanat UUPK yang mewajibkan adanya kesetaraan
hubunpgan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai
bagian dari Paket Kebijakan Perbankan, penerbilan ketiga ketentuan tersebut
akan dapat membawa dimensi bary dalam pengaturan perbankan dengan turut
pula mempengarahi perkembangan perbankan nastonal ke depan.

Daryono Raharjo Komisaris Bank BTN*? mengatakan bahwa untuk
melindungi nasabah maka bank harus mampu membuat produk yang
berkualitas, menyampaikan kebenaran dan mengurangi informasi yang tidak
henar. Propram peningkatan perlindunpan nasabah dapat dilakukan melalui

2.  Menyusun  standar mekanisme pengaduan nasabah  dengan

menctapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabab; 00 -

b. Membentuk lembaga mediasi independen, dengan memfasilisasi

pendirian lembaga mediasi perbankan;

o. Menyusun transparanst informasi produk, dengan memfasilitasi

nenvusunan standar myinimum transparansi informasi produk banlg

d.  Mempromosikan edukasi konsurnen dengan mendorong bank-bapk

untuk melakukan edukasi kepada konswmen mengenai produk-
produk finansial.

Pada awal digulickannya gagasan pembentukan lembaga mediasi
perbankan i scbagian kalangan perbankan memang memandang babwa
langkah im skan memperberat posisi mereka. Padahal sebenamys adanya
lembaga seperti inl justru akan memperkuat posisi perbankan dihadapan
nasabah. Hal ini justru akan mermperkuat daya saing perbankan,

Pada PBI MNomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesalan Pengaduan
Masabah, Bank Indonesiz mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan
setiap pengaduan nasabah yang forkeit dengan adanys potensi kerugian
finansial pads sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengensal tatacara

73 hitpefwww.perbanasinstitude, ac.id, diskses tanggal 2 Jumi 2009
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penerimazn, penanganan dan juga pemantavan penyelesaian pengaduan,
Selain itu, bank diwajibkan puls untuk memberikan laporan triwalan kepada
Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah
tarsebut.

Dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang
Penyciesaian Pengaduan Nasabah, menyebutkan :

1. Bank wajib menerima pengaduan vang diajukan oleh nasabah dan
atau perwakilar nasabah yang ferkait dengan transaksi keuangan
yang dilakukan nasabah.

2. Pengaduan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara tertulis dan atau Hsan,

3. Dalam hal pengaduan dilakgkan secara tertulis, maka pengaduan
terscbut wajib dilengkapi fotocopi identitas dan dokumen pendukung
lainnya.

4,  Pengaduan yang dilakukan secars lisan wajib disclesatkan dalam
waktu 2 {dua) hari kerda.

Dengan laporan nasabah atau perwakilan pasabah tersebut, selanjuinya
kewajiban bank untuk menyelesaikan masalah nasabab dalam waktu 20
{duapuluh) hari keria setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis.”’
Hasilnya disampaikan kepada nasabah atau perwakilan nasabah. Bank yang
menerima dan menyelesaikan pengaduan nasabah waiib menyampaikan
kepada Bank Indonesia,

Untuk  memastikan  bahwa  bank  telah melaksanakan ketentuan
penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan
menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengepal  kasus-kasus
pengaduan vang sedang dan telsh disclesaikan oleh Bank. Laporan ind
nantingy akan disusun sedemikian rupa sshingga akan mudah diketahui
produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan vang paling sering
dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan dapat
memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi
permasaizhan yang bersifat sistematik schingga dapat scgera dilakukan

¥ Lihat Pasal 2 dan Pasal 10 PBT Nomor TEHPBI2G0S
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langkah-langkah preventif untuk mencegah ckskalasi permasalahan yang
dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.
Sanksi yang diberikan terhadap bank yang melangpar ketentuan tersebut
sebagaimana diatur dala PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indomesia Nomor 7/7/PBL2605 tentang Penyelesaian
Penpaduan Nasabah termuat dalam Pasal 17 yaitn dikenskan sanksi
administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992
tentang Perbankan sebagaimana (elah diubah dengan Undang-Undang Nomor
1} Tzhun 1998 berupa teguran teriulis dan terhadap pelanggaran tersebut
diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan bank.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Naszbah Bank Dalam Peraturan Bank
Indoncsia Tentang Mediasi Perbankan

Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah telah dilaksanakan oleh
Bank Indonesia, melahi Dirgkiorat Investicasi dan Mediasi Perbankan,
Regulasi berkenaan dengan mediasi perbankan telah diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan pepgaturan kewenangan Bank
Indonesia dalam pengawasan Bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank
Indonesia mengatur dan mengawasi bank.

Indusiri perbankan vang sehat jugs perlu didukung pengawsasan yang
independen dan cfektil seperti yang tertuang didalam Pilar Ketiga APL
Pengawasan independen dan efektif sangat diperivkan baik kini maupun
jangka panjang, schagaimana jawaban atas meningkatnya kegiatan usaha
maupun kompleksitas risiko perbankan. Bank-bank tidek lagi hanya menjoal
produk dan jasa perbankan melainkan juga produk keuangan lain sepert
asuransi, efek beragun asset, dan reksa dana sehingga diperlukan pengawasan
yang lebih kompleks.*®

Konteks pengawasan bhank melalui mediasi perbankan yang oleh
Undang-Undang Bank Indonesia diberikan kewenangan pengawasan bank
kepada Bank Indonesia sangat penting untuk diterapkan. Bank Indonesia

U Agus Sugiario, membangun Fundamental Perbankan Yang Kual http:Pwww.praticge.id, diekses
langgal § Juni 2009
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berdasarkan undang-undang tersebul, diberikan kewenangan untuk mengawasi
bank. Kewenangan terscbut diberikan kewenangan untuk mengawasi bank,

Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat
berupa pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul
dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak
langsung yaifu swate bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan
evaluasi laporan bank.*’

Pencrapan pengawasan bank Hu berkaitan dengan Kkepercayzan
masyarakat terhadap bank. Karena hilangnya kepercayasn masyarakat
terhadap suatu bank mempunyai dampak domino yang dapat mempengaruhi
kepercayaan terhadap lainnya, sehingga perbaokan secara  keseluruhan
mengalami kesulitan, Oleh karens iu, Rebutuhan untuk melsksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan mutlak diperiukan untuk
menjaga kepercayaan 1'1&:a.sya;rakz«zZ.’{‘z

Tujuan pengawasan bank untuk meningkatan keyakinan masyarakat,
hahwa bank dari segi keuangan tergolong sehat, bank dikelola secara baik dan
professional serta tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan masyarakat
yang menyimpan dananya di bank. Tekanan dan perhatian diberikan aspek-
aspek  didalam individual bark vang diharapkan dapat melindungi
pengembalian dana masyarakat. Tojuan wnum pengawsasan dan pembinaan
bank adalah menciptakan sistem perbankan yang schat, yang memenuhi tiga
aspek vaitu pesbankan vang dapat memelihara kepentingan masyarakat
dengan baik dan perbanken yang berkembang secara wajar serta bermanfaat
bagi perckonomian nasional.

Pemeliharaan  kepentingan  masyarakai dapat  fercipta  dengan
mengupayakan agar secara individual bank beroperast dengan sehat dan
efisien. Dengan demikian akan tercipta perbankan yang aman serfa mampu
memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Perbankan haros berkembang
secara wajar sehingga pelayanan jasa perbankan dapat menyentuh lapisan
masyarakat, Perbankan sebagal pusat teknologi dan inovasi mampu secara

aktif mencari dan mengembangkan potensi ckonomi yang belum tergali

* Muohammad Divmhana, Hukum Perbankan Di Indoneslie op.cir him. 104
¥ Zuikarnaen Nasution, op.cil bim.8.
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didalam masyarakat. Bank harus dapat tumbuh namun pertumbuhan tersebut
hendaknya berlangsung secara wajar. Bank vang schat dan efisien bermanfaat
bagi perkembangan ekonomi dan dapat menunjang pengendalian moneter.”
Perkenaan dengan mediasi perbankan sejalan dengan kewenangan BI
dalam power to reguinte. Mehlui itu memungkinkan otoritas pengawas (B
mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan schingga
dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas pelayanan

jasa perbankan.”
H. Mediasi Perbankan Sebagai Alternafif Penvelesaian Sengheta

A. Latar Belakang Munculayz Mediasi Perbankan

Sengketa atau perselisihan didalam berbagai kegiatan bisnis sebeparnya
merupakan sesuatn yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan
kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mercka yang berada pada
posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu, teriadioya
sengketa bisnis perfu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke
depan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari
karcns adanya Kkesalapshaman, pelanggaran perundang-perundang, ingkar
Janii, kepentingan vang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak. ™

Bank sejak awal berkewaijiban untuk menyeslesaikan sctisp pengaduan
dari nasabah dan harus menctapkan kebijakan dan membuat suatu prosedur
tertalis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian
pengaduan seria pemantanan penanganan dan penyelesatan pengaduan. Bank
wajib memiliki vnit dan atau fingsi khusus pada setiap Kantor bank nntuk
menangani dan menyelesaikan pengadusn yang diajukan oleh nasabab
ataupun olch perwakilan nasabah. Unit atau fungsi scbagaimana dimaksud
diberikan kewenangan yang cukup yang akan Teenjamin bahwa setiap

B Zutkarnaen Sitompul, op.cif, im.220

A thid, 219

* Sanusi Bintang, Dahlan, Pokok-pokek Hudum Ekonomt dars Biseis, (Bandung:Citva Aditya
Baleti, 2000),hlme. 113
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pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atsu perwakilan nasabah akan
diselesaikan secara efekiif,

Namun pada kenyataannys penyelesaian pengaduan oleh bank tidak
selalu dapat memuaskan nasabah yang mungkin saja dikarenakan tidak
dipenuhinya funtutan nasabah baik untuk seluruhnya maupun sebagian,
Ketidakpuasan nasabah akan mempengarohi reputasi bank dan lebib lanjut
dapat mengurangl Kepercayaun masysrakat pada lembaga perbankan dan
meogurangi hak-hak nasabah. Apabiia pengaduan nasabah tidak diselesaikan
dengan baik oleh bank, maks berpotensi menjadi perselisihan atav sengketa
antara nasabah dengan bank cenderong berlarut-laruzt. Hal ini antara lain
ditunjukkan dengan cukup banyaknys keluhan-keiuhan nasabah di berbagai
mudia.

Penyelesaian sengkets antara nasabah dengan bank dapat dilakukan
melalui jalur arbitrase, pengadilan atan melalui alternatif penyelesaian
senpketa yaitu dengan cara mediasi. Nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil
akan mengalami kesulitan jika menempuh jalur arbitrase atau pengadilan

mengingat memerfukan waldu dan biaya yang fidak sedikit. Serta
penyelesaian melzlui pengadilan negeri, baik serts perdatz maupun pidana
banyak kendala yang sering dihadapi.

Kendala tersebut antara lain lwmanva penvelesaien perkarz, seria
putusan vang dijatuhkan serinpkali mencerminkan tidak adanya unified legal
work dan wified legal opinion antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
dan Mahkarnah Agung.*

Untuk menyikapi hal fersebut, maka Bank Indonesia scbagai oforitas
pengawas industri  perbankan berkepentingan uatuk  meningkatkan
pertindungan terhadap nasabab dalam berhubungan dengan bank. Mengingat
pentingnya persmasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menstapkan upaya
perlindungan nsabah sebagai salah satu pilar dalam Assitektur Perbankan
Indonesia (AP]) vang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal
9 Januari 2004,

** Yahya Huahap, Perimvanan Terhudap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Fengadilan dan
Arbitrase des Standoy ukurn Eksebusi (Bandung: FT Clirs Aditys Baktl, 19963.00m 5.
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Perlindungan konsumen perbankan merupakan salah sato permasalahan
yaug sampal ssat inl belum mendapat tempat vang baik didalam sistem
perbankan nasional. Perhatian khasus didalam Pliar keenam  Arsifekiur
Perbankan Indoncsia, Dengan mengangkat msalah perlindengan konsumen
tersebut kedalam  Assitektur Perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan
besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan unfuk menempatkan jasa
perbankan memiliki posisi sefaler dengan bank-bank. Seringkali ketika
berhadapan dengan bank posisi nusabsh selalu berada dalam posisi yang
lemak: atau kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisthan antars
bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan, */

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama
dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk
memperkuat perlindungan kobsumen., Agenda tersebut sdalah  dengan
menyusun mekanisme pengadusn nasabah, membentuk lembags mediasi
perbankan {ombudsman), meningkatkan fransparanst informasi produk dan
melakukan edukasi produk-prouduk serta jasa bank kepada masyarakat fuas.*

Di Australia lembaga seperti ini muncul afas inisiatif sektor publik dan
swasia. Bermula dari adanyz lembapz Ombudsman indusiri perbankan
Autralia Tahun 1989 dan kemudian muncul komisi praktik alau pencrapsn
harga dan fee vamg memberstkan konsumen. Dalam perkembangannya
lembaga ini justru masuk kedalam lingkup perbankan. Dan selanjutnya
muncul aturan dari praktik perbankan bahwa lembaga didanai industri
perbankan, Tujuannya adalzh untuk mengurangi keluhan dan keberatan
nasabah. Salah satu caranvs dengan memints perbankan memberikan
informasi yang lenpkap kepada nasabah mengenal produk dan jasa yang
diberikan,

Paket Januari 2005 yang dikeluarkan Bank Indonesia antara lain
hertujuan memaksa bank memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada
paszbgh dengan meniamin hak-hak nasabab dalam bertransaksi dengan bank.

¥ Hermansyah,op.cit. hlm. 188,
¥ Apus Sugiario, Membangun Fundamenial Perbankan Yang Keat, hitpd/www.ppatk.go.id.
dinkses tangoal 6 Juni 2009.
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Dua dari defapan produk yang diterbitkan pada tanggal 24 januari 2005 yaitu
PBI Nomor 7/6/PBI2005 tentang Transpatansi Informasi Produk Bank dan
Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan PBI Nomor 7#/PBI/200S tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang dirubzh dengan PBI Nomor
10/10/PB1/2008 tentang Perubahan Atas PB1 Nomor 7/7/PBI2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah, memuat ketentuan yang dapat digunakan
sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada nasabzh bank.
Transparansi informasi mengenai produk bank sangat diporiukas untuk
memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang
melekat pada produk tersebut. Sedangkan menyelesaikan dengan sepem
pengaduan nasabah dibarapkan dapat meningkatkan kepercaysan masyarakat
terhadap industri perbankan®

Secara khusus hak dasar yang dimiliki nasabah terdiri darf doa vaitn *°

Periama, bak stas transparansi informasi produk dan pesggungan data
pribadi nasabah. hak atas transparansi informasi produk bank dun pepggunaan
data pribadi nasabah. Dalam hal ini PBI mewajibkan agar informasi produk
vang ditawarkan bank kepada nsabab harus memuat sckurang-Kurangnya
nama produl, jenis produk, manfaat dan risiko yvang melgkst pada produk,
perhifungan bunga atau bagi hasil dan margin Keuntungan, jangks wakm
berlakunya produk dan penerbit produk. Disamping Htu bank dilerang untuk
mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik produk
yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara
jelas dan atau vang mengungkapkannya sulit dimengerti,

Kedue, hek menyampaikan ketidakpuasan terhadap bank melaiui
pengaduan nasabsh, Apabila nasabah tidak puas denpan hasil penyelesaian
pengaduan yang dilakukan bank, maka perfu discdiskan media vang
menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Mengingat
sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil maka media penyelesaian
sengketa nasabsh denpan bank haruslab memenuhi unsur sederhana, murah
dan cepat. Sederhana dalam arti proses penyelesaian sengketa dilaksanakan
tanpa melalui proses yang berkepanjangan, mumbh dalam arti fidak

** Zulkarnaen Sitompul,op.cit,blm.181- (82
0 Acram M.Azs, Hak Dasar Nasabah,bttp:/cetak. fajar.co.id diakses tanggal 6 Yuni 2009
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menimbuikan beban fambahan yang memberatkan nasabah, dan cepat dalam
arti penyelesalan songketa dilaksanakan dalam jangka waktu relatif singkat.™'
Kemudian pada Tahun 2006 Bank Indonesia menpeluarkan kebijakan
lagi mengenal perlindungan terhadap nasabah vaim dengan dikeluarkannys
PBI Nomor 8/5/PBL/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang dirubah dengan
PBI Nomor 10/1/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor
8/14/DPNY (vang duubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang
Perubahan Atas PBI Nomor 8/3/PBI20056 tentang Mediasi Perbankan).
Penerbitan PBI fersebut memberikan angin segar terhadap nusabah bank
khususnya nasabah kecil vang selalu saja berada dipihak vang dirugikan bila
berhadapan dengan baok. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19%9 tentang
Perlindungan Konsumen memang tclah memberikan perlindungan yang kuat
kepada konsumen misainya dengan pencrapan prinsip pradugs lalai/bersalah
{presumpiion of negligence). Prinsip ini mengajarkan bahwa apabila produsen
tidak lalai, maka konsumen past tidak rugl. Dengan katg lain, Hika konsamen
menderita kerugian maka pibak produsen pastilah lfalal. Nasabah bank urut
dikategorikan sebagai konsumen oleb UJUPK schingga tarut diiindungt oleh
Undang-Undang tersebut, Sayangnya Undang-Undang int belumn mengatur
secara rinel tentang fanggung jawab produsen bilamana produk yang
diproduksinya merugikan konsumen, khususnya nasabah bank. Olch karena
in: PRI diharapkan dapat menutup celah vang ditinggal oleh UUPK sehingpa
dapat memberikan perlindungan vang lebih jelas kepada nasabah bank ™
Ada beberapa latar belakang dikeluackannya Mediasi Perbankan, vaitu =
1. Penyelesaian pengaduan nasabah oleh basmk tidak selalu dapat
memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di
bidang perbankan antara nasabahb dengan bank;
2. Penyelesaian sengketa dibidang perbankan yang borlarut-larut
dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi
bank;

5! yetpaffeonsumerpiuss wordpress.com, dizkses tanggal 6 juni 2009
*2 Jbid him. 182
5 Lihat konsideranst Meaimbang datam PRI No.8/5/PBU2006
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3. Penyelesaian sengketa dibidang perbankan antara nasabah dengan
bank dapat dilakukan secara sederhana, murah dan cepat melalui
secara mediasi,

Penyelesaian pengaduan vasabah oleh bank yang diatur dalam PBI
Nomor W7PBI/2005 tanggal 20 Janvard 2005 tentang Penyelesaian
Peagaduan Nasabah ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan
tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank,
baik selurubnya maupun scbagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan tersebut
berpotensi menimbulkan songksta antara nasabah dengan bank, yang apabila
berlarut-farut dan tidak segera ditasgam dapat mempengaruhi reputasi bank,
mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan
hak-hak nasabah.

Upaya penyelesatan sengkels antara nasabah dengan bank dapat
dilakukan melalul negosiasi konstliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana diatur
dalam  Undanpg-Unrdang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagl nasabah kecil
perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan
mediasi perbarkan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan
terpenuhi dongan balk.

Tujuan Mediasi ini adatab =

a, Membanty mencarikan jalen keluar atay altematif penyelesaian atas
sengketa yang timbul diantara para pihak yang discpakati dan dapat
diterima oleh para pibak yang bersengketa.

b, Proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan bukan
bavkward tooking,

Yang hendak dicapai bukan mencari kebenaran dan atau dasar hokum
yang diterapkan namun lebib kepada penyelesaian masalah.

¢, Melalui proses medias! diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi
yang lebih baik diantare para pilak yvang bersengketa.

* Felix Oentosng Sowbogjo, Medias! Sebagai Alernalif Pewyelesaian Sengheta Dibidang
Ferbankon, Bahan Dickust Terbatas “Pelsksanasn Mediasi Perbankan oleh Bl Dan Pembeniukan
Lembaga Independen Mediasi Perbankan®, Kerjasarna Magsiler Hukue Bisnis das Kenwgarsan
UGM Yogyakaria dan B, Yogyakarta, 21 Maret 2067,hlm.3.
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d, Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami
alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan
pihak yang lain.

e. Dengan adanya periemuan atsp muka, diharapkan dapat mengurangi
rasa marah atau bermusahan autara pihak vang satu deangan pihak vang
lain.

f memahami kekurangan atau kelebihan atau kekuatan masing-roasing
dan bal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-
pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi vang dapat diterima
para pihak.

Perselisihan dengan pihak hank sebenarmya tidak perlu teradi bila
kedua belah pihak mematuhi rambu-rambe yang telah disepakati. Nasabah
seharusnya memiliki kewajiban membayar tagihan-tagihannya, misalnyz
tagibhan kartu kredit dan cicilan kredit lain, Disist lzin nasabah punya hak
untuk mendapatkan informasi aps saja tentang produk dengan lengkap dan
felas, Tidak hanya i, nasabah berbak mendapatkan pelayanan yang baik
(service excellence) dari bank, Pelayanan yang baik tidak hanya meliputi hal-
hal fistk, tapi jupa confisik perbankan, kcramahtamahan bapk dan bukan
ditakut-takuti dengan delt collector. Bank seharusnys bekerja dengan etika
yang benar. Bank mempunyai hak mendapatkan kembali vang vang sudah
dipinjam pasabah beserta bunganya. Tapi bank juga mempunyal kewajiban

melayani nasabah scbaik mungkin.

B. Pengeriian dan Batasan Mediasi
Ada beberapa pengertian mediasi, actara lain
i. Mediasi sdalah proses negosiasi penyclesatan masalah (sengketa)
dimanz seatu pihak luar tidak memihak, setal, tidak bekeria dengan
para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa)
mencapai suato kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.>

* Garry goodpaster, Panduan Negosiast dan Mediast (ELIPS: Sert Dasar Hukum Ekonomi 9},
241
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2. Mediation Is o process In which twe or more people involved in a
dispute come logether, {6 vy fo work ou! a solwtion lo their problem
with the help of a neutral third person, called the * Mediator™*

3. Mediasi adalah proses penyelesalan sengheta vang wmeiibatkan
mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai
penvelesaian Jalam benfuk kesepskatan sukarcla terhadap sebagian
atau seluruh permasalzhan vang disengketakan.’

Untuk memberikan definisi mengenai mediasi bukanlah suatu hal yang
mudah, Laurence Boulle dalam bukunya Mediation: Principles. Process,
Practice mengemukakan “Mediation is not easy to define”. Hal ini
disehabkan karena mediasi tidak memberikan sati model yang dapat
diuraikan secara terperioci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan
lainnya

Lavrence Boulle dalam bukunya Mediation: Principles, Process,
Practice, momberikas definisi Mediasi, yaitu sebagal berikut:

Upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga vang
netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang
membaptu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelessian (solusi)
vang diterima kedua belah pihak.™

Christoper W. Moore mengemukakan:

~the intervention in a negotiagiion or a conflict of an acceptable third

party who has limited or no authoritative decision-making power but who

assists the ivalved parties in voluntarily reaching & mutually accepiable

seitiement of issues in disputes™

Definisi terscbut menjelaskan bahwa Mediasi dalam sebuah sengketa atan
negosiasi oleh pibak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan
merupakan bagisn dari kedua belah pihak dan bersifat petral. Pihak ketiga ini

3 peter Lovenheim, How 1o Madiate Your Dispute (Berkeloy Nolo-Pross, 19963, him 1.3,

# Peraturan Bank Indonesta Nomor 8/5/PBI2006, angka §

¥ Galot Soswarione, Arbitrave dan Mediasi D5 Indonesio{iskerie: Cromedin Pustaka
Utama,2006),hlm. 119,

* thid him.2,

# Christopher W. Moore, The Mediation Process : Practical Strategies for Resolving Conflict
{8an Francisco: lossey-Pass Poblishers, [996),him. 15,
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tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, Dia bertugas untuk
membantu para pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai
kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihsk dalam sebuab
persengketaan.

Menurut John W, Head, mediasi adalah suaty prosedur penengah dimana
sescorang bertindak scbagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para
pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat
dipzhami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya
suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri®!

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, mengatakan bahwa ¢

Mediatior:, mediasi: salsh satu alternatif penyelesaian sengketa di luar

pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah,

sama seperti konsiliasi,

AMediator, penengah: sescorsng yang menjalankan fungsi sebagai

penengah terhadap pihak-pihak vang bersengketas dalam menyelesaikan

s'eng]eccs‘t:alzzya,\g§2

Priyatna Abdurrasyid menpemukakan mediasi merupakan svatu
proses dimnama sengkefs antara dua pihak atan lebih (apakah berups
perorangan, kelompok, atau perusahaan} diselesaiksn dengan menyampaikan
sengkets terschut pada suatu dengar pendapat langsung dihadapan pihak
ketiga yang mandiri dan independen (mediator) yang berperan untuk
membantu para pihak menyampai penyelesaian yang dapat diterima atas
masaleh yang dipersengketakan. Mediator wajib independen dan tidek
dibenarkan menerapkan tipu days dalam usaha penmyelesaian antara para
pitak ®

Susanti Adi Nugroho, miemberikan definisi mediasi adalah proses
negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga tidek memihak,
bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu

! john W.Head, Pesgantar Umim Hukum Ekonomi, {Jakarte:Proyek BLIPS,1997) .42,

2 Tim Penyunting Kamus Hulam Ekonomi ELIPS, Kemmx Huwkum Fhowond ELIPS
{Iakaria:ELIPS Project, 1997, bim. 111,

¥ H.Priyaine Adurasyid, Adbitrase & Alernotif FPenyelesaion Senpkeia Seoty Pengontar
{Eakara:Fikahati Ancka, 2002),5lm 44,
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memperoleh kesepakalan yang memuaskan, Darl pengertian tersebut maka
dapat diketahui unsur-unsur pengertian mediasi, yaitu:™
1. Mediasi berdasarkan asas kesukarclaan melalui suatu perundingan,

Mediator hanya membantu para pihak untuk mencari penyelesaian,

*

Mediator harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan,

mooh wop

Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

6. Tujuannya mengambil kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak,

Dari perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa :*°

a. Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang
mediator tidak dalam posist {idek mempunyai kewenangan} untuk
memuius sengketa para pihak,

b. Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan
memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu
keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal vang
disengketakan,

¢. Mediasi adalah Noa-Coercive. Ini berarti bahwa tidak ada suato
sengketa (yang diselesaikan mwelalui jalur mediasi) akan dapat
diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati atau disetujui bersama
oleh pihak-pihak yang bersongketa,

Unsur-Unsur Mediasi™ terdiri dari;
1. Dalam suatu proses mediasi akan difumeal adanys dug atau lebih pihiak-
pihak yang bersenpketa, maka disimpulkan sebagai berikut ;

a. Jika dalam suatu proses mediash hanya dijumpal adanya suatu pihak
yang bersengketa, maka hal itu meniadikan fidak terpenuhinya unsor-
unsur pihak-pikak yang bersengketa,

b. Adanya unsur “Sengketa®™ diamtara para pihak,

* Susanti Adi Nugroho, Mediast Perbankan, disumpsikan padz Diskasi Terbatas Mengenai
Mediasi Perbankan Kerjasama Back Indonesia dengan Kajias Hokom Bisals Pakuliss Hukem
Universitas Sriwijaya, Paloasbang, 12 Apnil 2007

* Felix Qenloeng Soebagio,op.citblm. 1.

*® Felix Socbagjo dan Erraan Radjagukguk, Arbitrase di fadonesia, Seri Desar Hukasm Ekoroni 2
{Taburia: Ghalia Indoncsia, 1995), him.16.
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2. Adanya “Mediator” yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa
diantara para pihak.

a. Mediator harus mempunyat kemampuan dan keahlian schubungan
dengan bidang masalak yang bersengketa.

b. Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan
dengan bidang atau masalah yang discngketakan.,

c. Mediator juga tidek boleh mempunyal bentiran kepentingan atau
hubungan afiliasi dengan pilek-pihek dalam sengkets masalah vang
disengketakan,

Dasar Hukum Mediasi adalah :

a. Landasan fitosofl Pancasila dan budaya bangsa Musyawarah

b, Undang-Undang Nomor 14 Tzhun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tenlung Arbitrase dan
Alternatif Penyclesaian sengketa.

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor | Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal | angka 10 Undesg-Undeng Nomor 30 Tahun 1999

disebutkan bahwa allematif penyelesaian sengkeia adalab  lembaga

penyclesaian sengketa atau beda pendapat melalul prosedur yang disepakalt
para pihak yakni penyelesatan sengketa di luar pengadilan dengan cam
konsulitasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli,

Ketentuan terschut tidak memberikan definisi yang jelas tentanp apa dan
bagaimanz altermatil penyelesaian songhketa itu. Misalnya, tidak adanya
penjelasan jebih jauh tentang apa vang dimaksud deagan negosiasi afay
mediasi, Hal ini sangat diperlukan untok menghindarf timbuinya kesalahan
subjektivitas dalam penafsiran. Bahkan sangat disayangkan dari 82 pasal yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tabun 1999 tersebut hanya satu
pasal, yaitu pasal & yang menjelaskan secara sumir (dangkal) proses
penyelesaian sengketa melalui altematif penyelesaian sengketa ™

7 Galot Soemamolo,op.¢if.him.4,
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Secara umum pengaturan mediasi diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Asbitrase dan Alternatif Ponyelesaian
Sengketa, sedangkan secars Khusu$ terdapat pengaturan mediasi dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 fentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Dalam Pasal 1 angka 7 FERMA Nomor | Tahun 2008 menyebuikan
bahwa mediasi adalah cara penyelesatan sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepskatsn para pihak dengan dibantu mediator. Dari
pengertian mediasi tersebut dapat diketahui bahws mediasi dilaksanakan
univk memperoleh kesepakatan vang dapat diterima oleh kedua belah pihak
vang bersengketa, Hal ini ditakukan melalui porondingan vang dibantu oleh

seorang mediator.

€, Karakteristik yang Terdapat DPalam Mediasi Perbankan

Karakteristik yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melahud
mediasi perbankan adalah scbagal berikut:

. Adanya sengketa yang digiukan oleh nasabah bank ke penyelenggara
mediast

Dalam Pasal | angka 4 PBI Nomor 8/5/PB1/2606 menychutkan bahwa
senpketa adalah permasalahan vang diajukan oleh nasabah atau perwakilan
nasabah kepada penyelenggara mediasi, setelah melalui proses penyelesaian
pengaduan oleh bank scbagaimana diatwr dalam Peraturan Bank Indonesis
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Dari perumusan iersebuf, ada kesan seolah-olah yang mempunyai
sengketa hanyalah naszbah, sedangkan bank tidak mempunyai sengketa.
Dalam persepsi Iain adalah babwa yang tunduk untuk harus menyelesaikan
seaghketa hanyalsh nosabah, sedasgkan bank dapat dan bebas menggunakan
jalur penyelesaian sengketa lain. Kalsupun bank kemudian menpajukan
sengketa tersebut kepada penyelenggara mediasi perbankan, haf ini tidak dapat
dilayani karena tidak termasuk dalam cakupan “sengketa” sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal | angka 4 PBI No. 8/5/PBI2006, dapat menimbulkan
tafsir vang kelira, Dikhawatirkan jika pihak yang mengaiukan permasalzhan
hanyalah nasabah, dan bank merasa tidak mempunyai sengketa, tidak bersedia
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menandatangani Agreement fo Mediate schingga tujuan pembentukan lembaga
mediasi perbankan akan sulit dicapai %

Tidak semus sengketa antara nasabah denpan bank dapat diselesaikan
melalni mediast perbankan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalyi mediasi
perbankan harus memenuhi 2 {dua) persyaratan vakni syarat subjektif adalah
syarat yang berkenaan dengan pibak vang mengajukan sengketa yakni nasabah
atau perwakilan nasabah dan sudah pernah dibawa ke forum penyelesaian
pengaduan nasabab oleh bank, sedangkan syarat obyekiif adalah yang
berkaitan dengan obyek sengketa yaifu tuntutan nilai senghketa paling banyak
Rp. 580.000.000,~ (lima ratus juta) dan tuntutan tidak bersifat immaterial.

Z. Dyalam mediasi perbankan dua pihak yang bersengketa adalah nasabah
dengan bank

Pihak-pihak vang bersengketa dalam mediasi perbankan ini adalah
antara nasabah dengan bank. Nasabah adalah pihak yang meoggunakan jasa
bank, termasuk pibak yang tidak memiiiki rekening samun memanidatkan jasa
bank, termasuk pilak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa
bank untuk melakukan transaksi keuangan {walk-in cus'mmr}«g} Dialam hal i
nasabah dapat diwakilkan. Perwakilan nasabah ini dapat terdii dari
perorangan, lembags dan atau badan hokum yang bertindak untuk dan atas
nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabuah. Sedangkan Bank
adalah Bask Umum dan Bank Perkreditan Rakyat schagaimana vang
dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan”®

Dalam pelaksanagn proses mediasi, baik nasabzh maupun bank dapat
memberikan kvasa kepada pibak Iain yang bertindak untuk dan atas nama
nasabah atau bank. Dalam hal ini pihak vang menerima kuass dapat berupa
persecrangan, lembaga, ataw badan hukem. Untuk memahami pengertian
kuasa secara umum, dapat dirujuk pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyic

4 Felix Oentoeng Soctagioopcithim2,
* Pasal 1 angka 2 PBI Nomor $/5/PBI/2066

 Ihid, anghal
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“Pemberian kuasa adalah swatu  persetujuan  dongan mana  seorang
memberikan kekuagaan kepada seorang lain, yang mencrimanys, ontuk dan
atas namanyz menyelenggarakan suatu urusan.™

3. Sengketa telah mencmpuh proses penyelesaian pengaduan nasabah

Mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dengen bank
ditempuh mefalui dua tshap. Tahap periama, bank wajib menyclesaikan
teriebih dahulu sengkets dengan nasabahnya sesual dengan PBI Nomor
THTPRI2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang felah dirubah
dengan PRI Nomor 16/1G0/PBI/2008. Selanjuinya, apabilz sengketa belum
dapat diselesaikan dengan baik, nasabah bank dapat mengajukan permoehonan
penyelesaian sengheta melalul mediasi yang difasilisasi oleh Baok Indonesia
sespai PBI Nomor 8/5/PBY/2006 tentang mediasi Perbankan, yang dirubah
dengan PB] Nomor 16/1/PBI/2008.

Bark Indonesia saat ini telah menyediskan fasilitas yang bisa
menjernbatant sengketa nasabah dengan pihsk bank, yaitu melalui mediast
perbankan. Hal ini scsuai dengan PBT Nomor 8/5/PBI2006, yang dirabah
dengan PBI Nomor 10/1/PBI22008. Mediasi sebenarnya bisa dikatakan tahap
banding bagi nasahah. Bila dalam 2 {dua) hari kena pengaduan lisan dan
dalam 20 (duapulub) hari pengaduan tertulis tidak bisa diselesaikan baok dan
tidak memuaskan nasabak, upaya penyelesaian bisa melalm  mediasi
perbankan,

Dalam hal ind diperlukan penyelesaian pengaduan nasabah teriebih
dahuly oleh bank dan apsbilz pengaduan nasabah ini fidak  tercapai
penyelesaian maka dapat diupayakan penyelesaiantiya melaluj mediast
perbankan.

4. sengketa vang diajukan kepada penyelenggara mediasi perbankan adalah
sengketa keperdataan

Sengkets yang dapat diajukan penyelesalannya kepada pelaksana
fungsi mediasi perbankan adalsh sengketa keperdataan yang timbul dari
transaksi kewangan. Dapat dikatskan bahwa mediasi dapat diterapkan dan
dipergunakan untuk mempergunakan sebapai penyelesaian sengketa di luar

kil

R.Subckii R Tiitrosudibie Kitad  tndong-Undang  Hukum  Perdate,  (JekenaPradoye

Paramita 2601} him.457.
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Jalur pengadilan (“out-of cowrt Setflemers™ untuk sengketa perdata yang
tmbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Bapgsimana jika
sengketa para pibak tidak hanya menyangkut sengketa perdata, tetapi juga
sengketa pidana?

Cakupan dari lembaga mediasi adalah scngketa-sengketa dibidang
perdata. Namun demikian, dalam praktek seringkali para pihak sepakat bahwa
penyelesaian sengkets perdata yang disepakati denpan musyawarah roufakat
(melalui mediast), akan dituangkan dalam svate pedanjian perdamaian, dan
dipahami juga babwa walau para pihsk tidak dapat dibensrkan membuat
perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mercka dapat menggunakan
perjanjian perdamaian atas sengketa perdata schagai dasar untuk dengan itikas
baik sepakat tidak melanjutkan perkara piduna vang timbul diantara mereka
dan/aisu  mencabut  laporan  perkars  pidana  terfentu, sebagaimana
dimmungkinkan,™

Dengan demikian, setiap senpketa perdata dibidang perbankan
{termasuk yang diatur dalam PBI No. 8/5/PBI2006, yang telah dirubeh
dengan PBI Nomor 18/1/PBI2008) dapat dinjukan dap untuk diselesaikan
melalui Lembaga Mediasi Perbankan.

5. Tuntutan milai sengketa paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta)
dan tidak bersifat immaterial

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan hanva
sengketa yang menyangkut aspek fransaksi kevangan nasabah pada bank,
dengan ketentoan nilai sengketa setingpi-tingginya adalah Rp. 500.000.000,-
{lima ratus juta rupiah). Mediasi perbankan diselenggarakan apabila terjadi
sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinyva
tunivian finansial nasabah oleh bank dalam penycelesaian pengaduan nasabah.

Dalam Pasal & ayat {17 PRI Nomor ®/3/PBY2006 disebutkan bahwa
mediasi perbankan ini dilaksanakan untuk setiap sengkets yang memiliki nilal
tuntutan finansial paling banyak Rp. 300.000000,~ {lima ratus jula rupiah).
idan dalam ayat (Zjnva dinyatakan bahwa nasabak tidak dapat mengajukan
tuntutan finasial yang diakibatkan olch kerugian immaterial.

# Pelix Oentveng Soebagjo.op.cirhim4,
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Jumlah maksimum nilai tuntutan finansial tersebut dapat berupa nitai
kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi
kerugian karena penundaan atsy iidak dapat dilaksanakannya transaksi
keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya vang telah
dikelwarkan nasabah untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan sengketa,

Tuntutan finansial yang dimeksud adalah potensi kerugian finansial
nasabah vang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Tetapi dalam hal
ini nasabah tidak dapat mengajukan tuntuian finansial vang diakibatkan oleh
kerugian imraterd. Kerugian immateril antara lzin adalah kerugian kavena
pencemarsn nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kerugian
yang dimaksod adalsh kerugian yang bemar-benar nyata secara finansial
dialamt oleh nasabah.

6. Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh Lembaga Mediasi Perbankan
Independen

Peniyelesalan sengketa antarz nasabah dengan hank melalui mediasi
perbankan dilakukan oleh lembaga mediast perbapkan independen vang
dibeutuk oleh asosiasi perbankan,” Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Ini
melakukan koordinasi dengan Baok Indonesia.” Sepanjang lembaga
perbankan independen ini belum dibentuk maka fungsi mediasi perbankan
dilaksanakan oieh Bank Indonesia,

Pembentukan lembaga mediasi perbankan yang akan mewadahi
penyelenggaraan mediasi perbankan sebapaimana yeng diamanatkan dalam
PRI No. 8/5/PBI/20006 tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan
karena adanya kendala-kendala seperti aspek pendansan dan sumber daya
manusia. Untuk ity dikeloarkannya PBI Nomor 8/3/PBL/2006 tentang Mediasi
Perbankan. Mengingat pelanggarsan mediasi perbankan sangat diperlukan
untuk melindungi kepentingan publik dalam peiaksanean transaksi keuangao
melalul bank, maka untuk sementara wakte fungsi mediasi perbankan tetap
dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

M Likat Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 10/1/PBY/2008 lemtang Perubaban Atss Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/3/PRH2006 tenlang Mediasi Perbankan
® Lihat Pasal 3 ayet (1) PBI Nomor 1/UPBI2008 tentang Porubalan Alas Peratursn Bank
indonesia Nomor 3/5/PRVZ0NE lentang Mediasi Perbankan
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Bauk Indonesia seleku mediator akan memfasilitasi pertemuan antara
bank dengan nasabah guna mencari penyelesaian, Dalam pertemuan tersebut,
mediasi akan:

1. Bersifat netral,

2, Memotivasi para pihak menyelesaikan sengketa meropakan kesepakatan
antara nasabah dengan bank.

3. Tidak memberikan rekomendasi atau keputusan, Hasil penyelesaian
senghketa merupakan kesepakatan aniara nasabah dengan bank.

Apabila mediasi perbankan yang distr dalam Peraturan Bank
Indonesia dibandingkan dengan mediasi yang terdapat dalam PERMA Nomor
I Tehun 2008 maka dapat diperoleh perhedaan-perbedaan sebagai herikui:

8. Mediasi yang diatur dalam PBI adalah merupakan salah sato alternatif
penyelesalan sengketa vang dapat ditempub oleh nasabah apabily terjadi
perbentoran keperdingan antarg bank dengan nasabah. Mediasi yang
terdapat ¢dalam PERMA WNomer | Tahun 2008 merupakan upaya
perdamaian yang ditawarkan oleh hgkim terhadap sengkseta keperdataan
yang dihadapi oleh pihak-pihak berperkara dimuka sidang pengadilan,

b. Dalam mediasi potbankan vang bertindak sehagal mediator adalah Bank
Indonesia hingga terbentukiah Lembaga Mediast Porbankan Independen,
sedangkan dalam mediest di pengadilan yang meniadi mediator dapat
beragal dari pengadilan atau lvar daflar pengadilan.

Pengaturan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan
Bank Indonesia menimbulkan pertanyzan apakah hakism tunduk pada PBI
Nomaor 8/5/PBI2G06 tentang Mediasi Perbankan, vang dirubah dengan PRI
Nomor 10/1/PBIZ2G08 apabila ferdapat sengkeia keperdatsan antara bank
dengan nasabah.

Kesepakatan antar nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses
mediasi dituangkan dalam Akita Kesepakstan yang ditandaiangani oleh
nasabah dan Bank. Apsbila Bank tidak melaksanakan apa vang ftelah
dizepakati sesuai dalam Akta Kesepakatan, maka nasabah dapat melaksanakan
upaya hukum lain, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pasal 23
dengan tahapan sebagai berikut ;
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a. Nasabah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Perdata.

b. Gugatan harus dilampiri dengan akta kesepekatan antara nasabzh
dengan bank atas mediasi yang telah dilakukan, serta dokumen
lainnya yang membuktikan adanya hukum para pihak dengan obyek

senpketa.

¢. Hakim 2kan menguatkan kescpakatan dalam  bentuk  akfa
perdamaian,

d. Putusan hakim dalam benfuk akta perdamaian mempunyai kekuatan
hukum tetap.

&. Apabila Bank tidak melaksanakan akta perdamaian tersebut, maka
dapat dieksckusi atas putusan tersebat.

D. Manfaat Mediasi Dalam Menyclesaikan Sengketa Antara Nasabah Dengan
Bank

Komplain atau perselisihan antara bank dengan nasabah bisa saja
ferjadi karena itu  merupakan  konsckuensi bisnis pelayanan.  Untuk
menanganinya, perh dibentuk sebuah lembaga mediasi perbankan.

Keberadaan  lembaga mediasi  perbankan  merupakan  bentuk
perlindungan terbadap konsumen. Ini merupakan salah satv langkah kebijakan
yang diterapkan Bank Indonesia (BI} vang tertuang dslam Arsitektur
Perbankan Indonesia (AP, Keberadaan lembaga fersebut merupakan suate
terobosan seperti yang terdapat di negara lain karena ingin memberdayakan
konsumen, yakai nasabah perbankan.

Peranan mediast dalam sengketa perbankan antars nasabah dengan
bank adalah untuk mencapai kesetaraan antara para pihak vang berada dalam
kondlik dapat menyelesaikan secars intemal. Dalam hal ini kedua belah pihak
memiliki kebebasan yang layak untuk menyelesaikan konflik dan membentuk
sikap pengendalian diri dan mengandalkan diplomasi teracah agar kedua pihak
dapat melanjutkan hubungan mercka dimasa yasg akan datang. Dengan
musyawarah diharapkan akan fercspai untuk mererima suatu penyelcsaian
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secara bersama dengan mengenyampingkan kepentingan-kepentingan pribagi

untuk mencapai win-win solution.”

Pada mediasi yang menjadi fokus adalab kepentingan (the inferest)
dari masing-masing pihak, misalnya dalam hal para pihak yang bersengketa
adalah pelaku bisnis maka fokusnya adalsh Hussiness interest. Pada mediasi,
pengambilan keputusan adalah para pihak sendiri, mediator tidak anobil peran
untuk memutuskan, serta penyelesaisnnya nom confrontative, dimana para
pithak berkomunikasi bersama-sama mencapai suatu mufakatan, karena
fokusnya adalah penyelesaian masalah yaitu, bapaimana penyelesaian masalah
dengan memperhatikan kepentingan masing-masing. Sering dalam kontrak-
kontrak maupun secars wmum digonakan dalam dispase settlement clause
adalah “apabilz ferdapat perbedaan pendapat atau perselisihan mengenal
pelaksanann kontrak diselesaikan secara musyswarah mufakat,”

Mediasi dibutubkan untuk menghindari persoslan yang berlarut-larut,
terutama kalay kedua belah pibak sama-sarna menyakini bahwa mereka benar,
Dengan menyershkan permasalaban sengkets kepada mediator bukan berarti
menyerah terhadap permasalahan yang ada, namun justru menunjukkan
kedewasaan untuk memberikan penyelesaian terbaik bagi kedea belak pibak.

Dengan hadirnya lembaga mediasi perbapkan bukan  uatuk
menghindarkan nasabah atauy bank dart tuntutan hukum, tetapt antuk
mempegielss mekanisme komplain sehingga vang distur mekanismenya.
Kchadiran lembaga mediasi perbankan ini bukan hanya untuk melindungi
kepentingan nasabah bank, fetapi juga untuk kepentingan bank. Keuntungan
yang diperoleh bank dengan sdanya lembaga mediasi ini adalah sebagai
berilut:”’

1. Bank bisa membuat pasabah meniadi febih betah karena setiap ada
persoalan yang dirasakan nasabah dapat dijawab dengan jelas oleh bank.
Apabila nasabah makin betah, diharapkan akan menunjukkan loyalitas
nasabah yang akan makin teruji.

™ Syadruddin Kalo,op.cir him. 14,

78 ibid. B FELL

T suliarnan D Hedsd, Menanit Medister Bank-Nasabuh, BElI NEWS Edisi 23 Tahun Novembor-
Dezember 2004,
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2. Adanya komplain dapat menjadi informasi yang berharga bagi manajemen
bank. Dengan demikian, kalau menajemen bank mengetahui bahwa
ternyata komplain banyak terjadi pada bidang tertentu, misalnya dapat
segera diperbaiki.

3. Terkait dengan loyalitas nasabah, dengan adanya komplain nasabah, akan
menjadi waming bagi bank. Artinya, manajemen bank yang bersangkutan
menjadi tabu, aspek mana saja yang banyak dikeluhkan nasabah. Dengan
demikian aspek tersebut dapat langsung diperbaiki sisi lemahnya,

4. Seluin itu, bagian market research pada bank tersebut jadi mengetahui
kelemahanaya dimana saja. Hal ini menjadikan efisiensi karena market
research tidak periu menyewa orang luar,

5. Reputasi bank bersangkutan makin bagus karena layanan bank tersebut
Juga mengalami perbaikan.

6. Dapal meminimalisasi atau bisa segera mengetahui apabila terdapat
negative publicity. Daripada ketidekpuasan nasabah ferhadap suafi bank
dituliskan di surat pembaca media magssa, lebih batk langsung ditangani.
Sebab kalau mereka komplain di media massa, setidakoya reputasi bank
ersehut bakal icick.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan mural, tepat dan

sederhana karena

a} Tidak dipungut biaya;
b} Jangka waktu proses medissi paling lama 60 {enampuluh) hari kega;
¢)  Proses mediasi dilakukag secara formalifleksibel.

Penyelenggaraan mediasi perbankan diperlukan guna menyelesaikan
sengketa antara nasabsh dengan bank. Apabila mediast tidak dilaksanakan,
maka hal itu berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan mempengaruhi
reputasi bark, Mediasi perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan
cepat untuk menyelesaikan permasalaban vang terjadi antara nasabah dengan
bank. Hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank
dipandang merupakan bentuk penvelesaian permasalshan yang efektif karena
kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga.
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Dengan adanya lembaga mediasi perbankan ini, ada dua hal yang
menjadi output dari kepiatan lembaga ini. Pertama adalah complain
munagemeni, Mekanisme pengaduan tersebut nothing (o do dengan lembaga.
Dimasna, nanti akan diminta kepada bank untuk menunjuk tim khusus yang
menangani persoalan bila terjadi komphain. Dalam mekanisme its, tidak perlu
ada lembaga. Lembaga it bary akan ada dan diperlukan kalay temyata dari
kompalin normal ini nasabah juga tidak puas, sehingpa nasabah biss
mengajukan ke pengadilan. Akan tetapl apabila mekanisme pengadilan
dianggap mshal biayanya maka dapat ditempuh dengan mengajukannya ke
lembaga mediasi perbankan.”®

E. Pelaksanaan Mediasi Menurat Peraturan Bank Indonesia
L Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan
Penvelesaian sencketa antzra nzsabah dengan hank yang dilakukan melalui
proses mediasi perbankan adalah sebagat berikut ;
1. Nasabah gtauy perwakilan nasabsh mengajukan penyelesalan sengketa
kepada pelaksanaan fungsi mediasi perbankan.
Pengajuan penyelesaian seagketa melalul mediasi perbankan
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;™

a. disjukan secara tertulis dengan disertai dokumenpendukung yang
memadai;

b, pernzh diajukan upaya penvelesaian oleh nasabah kepada bank;

c. sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum
pemah Jiputus oleh lembaga arbilrase atau peradilan, atan belum
terdapat kesepakatan yang difasiltasi oleh lembaga madiasi
hainnya;

d. sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;

c. sengketa vang dinjukan belum pernah diproses dalam mediasi
perbankan vang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan

* 1bid.
7% pasal 8 P Nomor 8/5/PBI/2006
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f. pengajan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enampuiuh)
hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pongaduan yang
disampaikan bank kepada nasabah.

Nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan secara tertulis
kepada Bank Indonesia sehapai pelaksana fungsi mediasi perbankan
dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Direkiorat Investigasi
dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, jalan M.H. Thamrin Nomor
2, Jakarta 16350.%°

Pengajuan  penyelesaian sengketa dilakuken secara tertulis
dengan menyertakan dokumen berupa:™

a) fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan

kepada nasabah;

b) fotakopi surat bukti identitas nasabah yang masih berlaku;

¢} surat permyataan yang ditandatangani diatas materal yang

culcap bahwa senghkety yang diajukan tidak sedang dalam
proses atau felah mendapatkan keputusan dari lembaga
abitrase, pengadilan atau lembaga mediasi lainnya dan
belum pemah diproses dalam mediasi perbankan yang
difasilitasi oleh Bank Indonesia;

43y fotokopi dokumen pendukung yvang ferkait dengan sengketa

yang diajukan; dan

€) fotokopi surat kuasa, dalam hal pengajoan penyelesaian

sengketla dikuasakan.

Atas dasar pengajuan penyeclesaian sengketa oleh nasabah,
pelaksana fungsi mediasi perbankan <apat melakukan klarifikasi atau
memitite perjolasan kepada nasabab dan bank secara lsan dan atan
tertulis,

2. Pelaksansan fongsi mediasi perbankan memanggil bank vang
bersangiutan,

Hal ini dilskukan dalam rangka kiarifikasi atau permintaan
penjelasan yang dilakukan oleh pelaksana fungst mediasi perbankan

*° § ihat PBI Nomor 16/1/PRU2008
¥ 1 that Surat Edaran Bask Indonesia Nomer 8/14/DENP wangeal 1 Juni 2006
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dalam rangka wmeminta informasi mengenai permasalahan  yang
diajukasn dan upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan bank.

. Pelaksana fungsi mediasi perbankan memanggil nasabah dan bank
untuk menielaskan tata cara pelaksanaan mediasi perbankan.

Apabila nasabah dan bank scpakat menggunakan mediasi
perbankay scbagat alteratif penyelesaian sengketa, nasgbah dan bank
wajib menandatangani perdanjian mediasi {awrrement to mediate).
Dalam Pasal 9 ayat (1) PBINomeor 8/5/PBER2006 disebutkan bahwa
proses wediasi dilaksanakan setelah nasabeh atau perwakilan nasabah
dan bank menandatangani perjanjian mediasi {agreement to mediaie)
yang memuat:

a. Kesepakatan untuk memilih mediasi  scbagai  alternatif

penyelesaian sengketa; dan

b. Persetujuan untuk tunduk dan patuh pada aturan mediasi yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia

Aturan mediasi vang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat
kondisi yvang terkait dengan proses mediasi, yang paling kurang terditi
dari hal-hal sebagal berilkut:

1} Nasabah dan bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan
seluruh informast penfing yang terkait dengan pokok sengkela
dalam pelaksanaan mediasi,

2} Selurch informasi dari pibak yang berkaitan denganm proses
mediasi merupakan Informasi vang bersifat rahasia dan tidak
dapat discbarluaskan untuk kepestingan pihak lain diluar
pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi, yaitu pihak-
pihak selain nagabah, bank dan mediator,

3} Medistor bersifst netmal, tidsk memihak dan berupaya
membantu para pibak untuk menghasilkan kesepakatan,

4) Kesepakatan yang dihasilkan oleh proses mediasi adaiab
kesepakatan secgra sukarcla antara nasabah dengan bank dan

bukan merupakan rekomendasi dan atan keputusan mediator.
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5) Wasabah dan bank tidak dapat memimta pendapat hukum {Jegal
advice) maupun jasa konsuitasi hukum {legal counsel} kepada
mediator,

6} Nasabah dan bank dengan alasan apapun tidak akan
mengajukan  tuntutan hekum terhadap mediator, pegawal
maupun Bank Indonesia sebagai pelsksana fungsi mediasi
perbankan, baik atas Kerugisn yang mungkin timbul karens
pelaksansan atay eksekusi akia kescpakatan, mavpun oleh
sebab-sehab lain yang terkait dengan pelaksanaan mediasi.

7} Nasabah dan bank dalam mengikuti  proses  mediasi
herkehendak untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian,
nasabah dan bank bersedia:

8} Melakukan proses mediasi dengan itikad baik;

b} Bemsikap kooperatif dengan mediator selama proses
mediasi berlangsung; dan

©) Menghadiri pertemuan mediasi sesuat dengan tanggal dan
tempat yang telah disepakati,

83 Dalam hal proses mediasi mengaiami kebuntvan dalam upaya
mencapai  kescpakatan, baik  unfuk  sebagian  maupun
keselurchan pokok sengkets, make nasabsh dam bank
menyetujui tindakan yang dilakukan mediator antara lain :

a) Menghadirkan pihak lain sebagai nara sumber atau
sehagai tenapa ahii untuk mendukung kelancaran mediasi;
atan

b} Menangguhkan proscs mediasi sementara dengan tidak
melampaut batas waktu proses mediasi; atau

¢} Menghentikan proses Mediasi.

9y Dalam hal nasabah dan atau bank melakukan upaya hukum
lanjutan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase afau
peradilan, nasabah dan bank sepakat untuk:

a3 Tidak melibatkan mediator atau Bank Indonesia sebagai
pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberi
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kesaksian dalam pelaksanaan arbitrase atau peradilan
dimaksud,;

b} Tidak meminta mediator maupun Bank Indonesia
menyerahkan schagian atau seluruh dokumen mediasi
yang ditatausahakan Bank Indonesia, baik berupa catatan,
laporan, risalah, laporan proses mediasi dan atau berkas
lainnya yang terkait dengan proses mediasi,

10) Dalams hat nasabah dan bank berinisiatif untuk menghadirkan
narasumber atau tenaga zhii tertenty, maka nasabah dag bunk
sepakat untuk menanggung biaya narasumber atau fenaga ahlii
tersebut.

11) Proses mediast in dapat berakhir dalars hal -

a) Tercapainya kesepakatan,
b) Berskhirnya jangka wakie mediasi;
¢} Teriadinya kebuntuan yang mengakibatkan
dihentikanaya proses mediast;
d) Nasabah mengundurkan diri dari proses mediasi; atau
e) Salah saty pihak tidak mentaatt peranjian mediasi
{Agreement to Mediate),
4. Proses Mediasi berlangsung 30 (tigapuluh) hart kerjza  sejak
penandatanganan perjanjian mediasi
Proses mediasi dilaksanakan dalam jangks wakiv paling lambat
30 (tigapuluh) hari kerja yang dihitung sejak pasabgh dan bank
menandatangani perjanjian mediasi {egreement to mediate) sampai
dengan penandatansanan Akt Kesepakatan.™ Jangka waktu tersebut
dapat diperpanjang sampai deagan 30 (tigapulub} hari kerja berikutnya
berdasarkan kesepakatan nasabak dan bank yang dituangkan secara
tertulis. Perpanjengan jangka waktu antara lain dimaksudkan unfuk
mengantisipasi penyesuaian wakiu untuk menghadirkan narasumber
ferfentu yang memiliki keabHan dan komptensi sesuai masalah yang
disengketakan.

12 pasal 11 ayst (1) PBI Nomor $/54°BE2006
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Perpanjengan waktu ini dapat dilakukan sepanfang memenuhi
persyatatan:™
a. Para Pihak memiliki itikad baik dengan mematuhi aturan
mediasi dan perjaniian mediasi (agreement fo mediate);dan
b. Jangka waktu proses mediasi hampir berakhir, namun menurut
penilaian Mediator masih terdapat prospek uniuk mencapai
kesepaiatan,
5. Hasil penyelesaian sengketa dituangkan dalam akia kesepakatan.
Kascpakatan antarn oasabah atsuy perwakilan nasabah dengan
bank vang dihasitkan dari proses smediasi dituangkan dalam skta
kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabsh atan perwakilan
nasabah dengan bank. Akia Kesepakatan zdalzh dokumen trtulis yang
memuat kesepakatan yang bersifat neteal final dan mengikat bagi
nasabah dan bank. Oleh kargna itn bank wajib melaksanakan hasil
penyelesaian  sengketa perbankan vang  dituangkan dalam  akta
kesepakatan.

1. Pelaksanasn Mediasi Perbankan Dalam Menyelesaikan Seagketa
Perbankan
Berdasarkan data Bank Indonesia, sepanjang 2807 BI telah menerima
pengaduan darl nasabah sebanyak 64.288 pengadean. Dari jumlah itu, 97,78
persen adalah pengaduan nasabah di bidang sistem pembayaran. Sisanya,
pengaduan di bidang penghimpunan dans, penyaluran dana, produk Kerjasama

dan produk lainnya.™

% 1 ihat Surat Edaran Bank Indosesia Nomor 8/14/DPNP tenggal 1 Juni 2006
™ Hetp:wwew hukumonline corm sdiakses tanggal 17 Juni 2009
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Tabel i: Pengaduan Nasabah Perbankan

Pengaduan Nasabah Perbankan

Bentk Penpaduan Jumalah (%)
Sistem Pembayaran 97,78
Penghimpunan dana 1,36
Penyaluran dana 8,33
Produk keria sama 0,29
Produk lainnyva 0,03

Sumber : Laporan Bask indonesiz, November 2007

57

Dari seluruh pengaduan itu, permintaan penyelesaian dengan cara
mediasi sebanyak 200 kasus. Sampai akhir 2007, Bl telah menyelesaikan 90

persen kasuy, Sisanya sedang dalam proses. Umumnya pengadoan sistem

pembavaran terkait layanan ATM dan produk kart kredit*®

Tabel 2: Kasus Mediasi Yang Ditangani Bank Indonesia

200 Kasus Mediasi Yang Ditangani Bank Indonesia

Bentuk Kagus Jumlah (%)
Sistern Pembayaran 44
Penghimpunan daua 17
Penyaluran dana 17
Produk kerja sama 15
Produk lainnya 7

(Sumbser = Bank ndonesia)

Penggunaan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu kredit dan
debit paling banyszk dikeluhkan nasabab terutamz mekanisme kerja dari kartu

sendirl, maupun penagihan dan pengenaan bunga vang dinllai merugikan

nasabah

Pengurus Yayasan Lembags Konsumen Indonesia (YLK Indah

Sukmaningsih mengatakar pengaduan bidang perbankan cleh masyarakat pada

 Ihid

¥ hitpy/iwww suarapembarian.com diskses tanggal 17 Juni 2009
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tahun 2007 menduduki posist ke-2 dengan 61 (enampuluh satn) pengaduan.
Penpaduan terbanyak terkait masalah kartu kredit dengan 43 (cmpatpulub tiga)
kasus, sedangkan ATM 4 (empat} kasus, terkait bunga bank 3 {figa) kasus,
layanan petugas 5 (lima) kasus, KPR 1 {satu) kasus, dan lain-lain 10 (sepuluh)
kasus.”’

Deputi Goebernur Bark Indonesia Mulizman D Hadad menilai sistom
mediasi sengketa nasabsh di perbankan nasional masib lenrah. Hal ini terfibat
dari semakin banyaknya pengaduan yang dilaporkan nasabah ke Bank
Indonesia. Dalam laporan terkait dengan sengketa antara nasabah dan
perbankan, BI mencatat adanys kenaikan penpaduan ke B, Dibandingkan
dengan data tahun 2006, data hingga Feburvar 2008 terjadi peningkatan
pengaduan ke BI scbesar 280 persen. Pengaduan terkait penyaluran dana
menurat datz Bl 441 persen yang semakin besar ferkait demgan kredit
komsumsi. Sejak diberlakukannya PBI mediasi perbankan, BY relah menerima
kaporan sebanyak 262 kasus dan 222 Rasus telah diselesaikan, Sedangkan 40
kasus masih dalam proses.™

Peraturan Bank Indonesia Nomor #/8PBL/2008 {entang Mediasi
Perbankan vyang diperbarui dengan PBl Nomor I0/1/PBIL2008, yang
mengharuskan bank memiliki lenibaga mediasi. Dalam penyelesaian sengketa
nasabah dengan perbankan, mekanisme yang ditempuh adalah dengan
penyelesaian anfara nasabah deogan bank, Bila tidak bisa, maka baru
kemudian dapat dilaporkan ke BI untuk diselesatkan. Apabila tidak berhasil
juga maka dapat ditempub jaler pengadilan atau arbifrase.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses mediast
perbankan, dengan meningkatkan peran dan fungst kepatuhan (compliance)
serta pengawasan bank. Dengan mempercepat penyelesaian pengaduan
nasabah se¢bagai bapian dari peningkatan layanan supaya repulasi dan
kredibilitas bank dimasyarakat tetap teriaga.

Keberadaan lembags mediasi perbankan memunculkan pro-kontra
tersendirt. Karena disatu sisi lembags ini menguntongkan bank dan jugs
nasabah, Tetapl disisi lain barus diwaspadai dengan adanya lembaga ini bank

¥ foid
¥ Btipyhwwir.iniiah comn diskses tanggat 17 Joni 2009
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akan semakin tidak peduli dengan nasabah kecil. Karena seluruh sengketa
dengan nasabah kecil (maksimal nilai sengketa adalak lima ratus juta rupiah)
dapat langsung diteruskan pada lembaga mediasi.”

Lembapa mediasi perbankan memiliki tujuan menjadi mediator dalam
menyelesaikan sengketa finansial antara bank dengan nasabah dengan nilai
tidak lebih dari Rp. 500.600.000,- (lima ratus juta). Dalam Pasal 2 PBI Nomor
8/5/PB1/2006 mengatakan bahwa, sengketa antara nasabah dan bank yang
disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam
menyelesaikan pengaduan nasabah dapat diupayakan peayelesaiannya melalui
mediasi perbankan.

Dari rumusan Pasal 2 PBI Nomor 8/5/PBI2006 tentang mediasi
Perbankan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memperoleh perlindungan
yang kuat. Apakah itu berarti bank adalah pihak yang selals bersulah?
Misalnya dalam hel adanya debt collector yang garang yang menagih kredit
macet yang dapat merugikan bank. Apabila dilihat dard sist nasabah, jelas saja
bank ity berpredikat negatif karena mengirim debt collector vang garang.
Namun apabila dilihat Iehih mendalam, langkah pengiriman debt collector
hingga ketangan nasabah adalsh langkah vang mau tidak mau harus diambil
karena nasabzh ite sendivi, misainya karena nasabah tidak melunasi pinjaman.
Hal ini dapat menyebabkan fegadinya kredit macet schingga dapat
mengakibatkan bank dinyatakan tidak schat dan akhimmya pailit.

Oleh karenanya pemberian perlindungan tidak hanya dilakukan
terhadap nasabah saja, pamun aka lebik baik lagi perlindungan ini fogs
menyangkut kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Hal ini agar ferjalin
harmonisasi bilateral antara bank dengan nasabah. Harmonisas] ini bapi kedua
belah pihak, masing-masing akan memenuhi dan terpenubi kewajiban seria
haknya, schingga permasalahan dan sengketa dapat dieliminasi. Bank
Indonesia diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak
dengan mepgedepankan prinsip harmonisasi bilatoral tersebul, Dengan
terwujudnya harmmonisasi tersebut tentunya bask akam lebih terbuka dan cepat

¥ Dimas, Satrio & Gatot Murdoko, Harmonisasi Dilateral Bank dan Nasebah,
hupfeevw wawasandipital com, diakses ienggal 17 Juni 2608
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dalam  menyelesaikan  permasalahan  lsnpsung  dengan  nasabah  yang
bersangkutan *

Bank selain menjual produk mereka juga menjual pelayanan bagi
nasabah dan calon nasabzh, Bank-bank ini sudah menyadari bahwa kepuasan
nasabah adalah kunci keberhasilan. Investasi terus dilakukan untuk memenubi
kriteria kepuasan pelanggan yang mereka tanamkan. Dengan kata lain, bank
akan berussha untuk meminalisasi hal-ha! yang dapat merugikan nasabah dan
atau calon nasabah. Kondisi menuju pelayanan yang prima bukanlah hat yang
sudah. Dalam perjalanan menuje hal ini pasti ada beberapa kendala, misalnya
terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut
dibutuhkan kecepatan dan ketanggapas bank serta penpuasaan  situasi
permasalahan schingga diperoleh sclusi yang tepai. Keterlambatan dan
ketidakpuasan torhadap permasalghanlah yang menyebabkas permasatahan
yang muncul menjadi besar sehingga bahkan harms diselesaikan oleh mediasi
perbaakan, Dari sisi nasabah, dengan adanya keterlambatan dan ketidakpuasan
permasalaban dari bark tersebut akan menimbulkan penilaian yang sepibak.
Untuk menghindari hal ini, bank terus melakukan perbatkan-perbaikan dan
penyempurnaan internal”

Dengan adanys PBL mengenal mediasi perbankan ini, ferdapat sanksi
bagi bank yang melangpar. Sasksi itu adalah pengurangan tidak kesechatan
bank. Jadi bank harus berusaha semaksimal mungkin menghindari hal-hal
yang dapat memuncuikan sengketa,

Kesalshan dalam penanganan pengaduan nasabah dan meningkatkan
risiko reputasi bank. Dalam hal penerimaan pengaduan, bask memberikan dua
pilihan kepada nssabah yaitu secara tertulis atac lisan. Penanganan dan
penyelesaian pengaduan, bank waiib menyelessian pengaduan lisan paling
fambat 2 {dus) hari kerja sejak diterimanya pengaduan lisan dan 20 {duapuluh)
harl kerja setelah  tanppal penerimean pengaduan  fertulis dan  dapat
diperpanjang paling kembat 20 {dua puiuh) bari kerjz lagl. Jika nasabah tidak
puas terhadap penyelesaian yang dilakukan bank, maka nasabah dapat
menpajukan permohonan  penyelesaian  sengkefanya  melalui  mediasi

" rhid
 thid
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perbankan, Dengan demikian bank dan nasabah memperoleh wim-win selution
atas permasalshannya. Hal ol dikerenakan keputusan yang dihasitkan
merupakan kesepakatan bank dan nassbah.

HT. Independensi Mediator Dalam Melaksanakan Fungsi Mediasi Perbankan

Pihak ketiga vang membante menyelesaikan sengketa discbut dengan
“Mediator™. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi
putusan terhadap senpketa tersebnt, melainkan hanya berfungsi wntuk
membentuk dan menemukan solusi terhaday pihak yang bersengketa tersebut,
Pengalaman, kemampuan dan infegritas darl pihak mediator tersebut
diharapkan dapat mengefcktifkan proses negosiasi diantara para pihak yang
bersengketa.”

Mediator harus memiliki kemampuan untok melaksanakan perannva
dalam menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa fertentu, Dan kemudian
mendesain serts mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak
mencapal suatu kesepskatan yang sehat. la menjadi katalisator untuk
mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dengan demikian
medialor berperan membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan
proses tawar menawar.

Mediator tidak dibenarkan masvk ke dalam proscs mediasi tanpa
persctujuan tertulis dart para pihak dalam sengkete vang akan dimediasikan.
Sebelum persetyjuan diberikan, mediator hares menyampaikan kepada para
pihak adanya kemungkinan kepentingan yang dimilikinya menyangkut denpan
salah saty pihak dan keadaan lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi asas
prasangka tidak berpihak.”

Beberapa peranan penting yang harus difakukan medistor antara lain
sehagai berikut:>

4. Melakukan diagnosiasi kenfiik;

7 Munir Fusdy,op.cit. blm.47,

N Gatot Soemartono,op.cit, him. 136,

™ 1. Prvatoa Abdurrasyid,op.cif, bilm 44,
# Cotes Soemartons, o oi.,him.136.
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b. Mengindentifikasi masalah scrta kepentingan-kepentingan krisis
para pihak;

¢, Menyusun agenda;

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;

¢. Mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilen {awar-
menawar, dan

f. Membanty para pihak mengompulkan informasi penting dan
menciptakan pilihan-pilikan  untuk memudabhkan penyelesaian
problem,

Fuller dalam Leonard L.Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan

tesdapat 7 (tujub) fungsi mediator yakni:®

a. sebagai katalisator (catalyst) yang berarti bahwa kehadiran
mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lehirnya
suasana yang konstrokiif bagi diskusi;

b. sebagal pendidik {educator), berarti seseorang harus berusaha
memahami  aspirasi, proscdur Rerja, keterbatasan  politis, dan
kendals usaha dari para pibak. Oleh karenanya mediator i3 harus
berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaas diantama para
pihak;

o, sebagsi penterdemah  owioter) dinwna medialor  harus
menyampaikan dan merumuskas usulan pihak yang satu kepada
pihak vang laiemya melalui bahasa atau ungkapan yang baik
dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oieh pengusul;

d. sebagai narasumber (resotrce persor), berarti seorang mediator
harus merdayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia;

¢, sebagal penyandang berita jelek (bearer of bad news), berard
seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses
perundingan dapat bersifat emosional. Untuk itu mediator harus
mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk

menampung berbagai usulan;

* Suynd Margeno,op.c#. him.60-61
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f. sebapail agen realitas {ugent of reality}, berarti mediator harus
berusaha memberi pengertian secars jelas kepada salah sat pibak
bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapaj
melalui perundingan;

g sebagai kambing hitam {scapegoat), berarti seorang mediator harus
siap disalashkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil
perundingan,

Dalam medissi perbankan ditentukan bahwa mediator harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:"’

a.  Memiliki pengetahuan dibidang perbankan, kepangan, dan atan

hakom:

b. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lazin

atas penyelesaian sengkets; dan

¢. Tidak memilbiki hubungan sedarah atay semenda sampai derajal

kedua dengan naszbah atay perwakilan nasabah dag bank.

Dua whun berselang sejak Bank Indonesia menerbitkan PBI No.
8/5/PBI2006 tentang Mediasi Perbankan pada 38 Januari 2006, samun
pembentukan lembaga mediasi, yang merupakan salsh satu pion peating PBI
itu, hingga kini belum terwujud. Pada tahun 2008 ketentuan itw kemudian
direvisi pada tanggs? 29 Januari 2008, Revisi yang termuat dalam PBI No.
10/1/PBI/2008 ientang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No,
8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam perubabannya disebutkan
fungsi mediagi perbankan tefap ditangani Bl sampai terbentuknya lembaga
independen,

Dalam PBl No. &S/PBIZ2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan
bahwaz sampai dengan akbir tahun 2007 pelaksanean fungsi mediasi perbankan
difakukan oleh Bank Indonesia. Ha! ini dimaklumi karena Bank Indonesia
berkewsaiiban dan berkepentingan untuk membentuk “image” yang baik
mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan, sebelum lembaga mediasi
wersebut dilaksanskan oleh suaty lembaga yang independen tahun 2008.

¥ Pasal § ayat (2) PRI Nomor 8/5/PBI/2006
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Niat Bl untuk membentuk Lembaga Mediast Perbankan (LMP)
independen tak kesampaian hingga peaghujung tahun 2007. Sejatinya ctoritas
moneter itu menargetkan permbentukan LMP paling lambat 31 Descmber
2007. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat {2} PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang
Mediasi Perbankan. {si pasal iftu sangat singkat, yakni hanya menghapus Pasal
3 ayat (2) saja. Schelumnya, passl 3 ayal (2) menyebutkan “Pembentukan
lembaga mediasi perbankan indepanden sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan selambat-lunbatnya 31 Descmber 20077

Direldor  Investigasi dan  Mediast Perbankan B8BI, Ahmad Fuad
menjelaskan, penghapusan Pasal 3 ayat (2) untuk meoghindar] adanya revisi
kembali terhadap PBI tentang Mediast Perbankan, Hal ini dikarenakan target
untuk membentuk lembaga mediasi perbankan pade skhir 2007 tidsk
terealisasi karcna asosiasi (Perbanas) belum jupa membentuknys sehingga
ketentuan Pasal tersehut dihapuskan,™

Beium terbentuknys LMP oleh asosiasi perbankan mauvpus Perhimpunan
Bank-Bank Umum Nagional (Perbanag), membuat tugas mediasi tetap dalam
naungan Bl Dimana scjak dikeluarkan PBI No, 8/5/PBI72006 tentang Mediasi
Perbankan, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bl. Bank sentral it
sendirl sebenarnya telah berulangiali mendesak asosiasi dan Perbanas untuk
segera membentuk LMP,

Lembaga Mediasi Perbankan Indonesia (LMPE vang saat ini masih
berada di bawah naungan Bank Indonesia, diwacanakan untuk dikelola oleh
asosiasi perbankan sendiri. Sistem ini felah diterapkan di negara-negara lain.
Depute Gubernur BI, Mulyaman D Hadad mengatakan, pengelolaan LMP]
yang masih di bawah Bl saat ini, lebih disebabkan karena masih berada pada
tahap-tahap awal, schingga proses yang masih Jdilakukan ssst ini adalah
mengedukast masyaraskat mengenai pentiognya lembaga ini. Oleh karens it
BI menungpu kesiapan dari industri perbankan yang nantinya akan ditangani
oleh asosiasi perbankan.

Harus dibedakan fungsi BY scbagai oforitas publik yang punya
kewenangan dan keinginan untuk memfasilitasi penyelesaikan sengheta

" e Manarwihubumoeniine.com, diaksos tanggeal 25 Junl 2009,
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melalui mediasi dan fungsi pengawasan. BI dapat membantuy menyediakan
fasilitas, tetapl Bl tidak dapat memaksa pihak vang bersenpketa untuk
memakainya. Meskipun mediasi adalab alternatif penyelesafan sengketa.
Namun Bl dapat mengupayakan terciptanyz mediasi vang niemiliki autorative
mediator walaupun ini sangat jarang dilaksanakan >

Menurut Felix Oentoeng Soebagjo, Lembapga Mediasi Perbankan

Independen dapat berupa; '™

a.  LMP adalzh lerabaga yang didirikan oleh para pendiri, tapi dalam
melaksanakan tugas dab kewajibannya LMP harus independen,
tidak tunduk pada kehendak para pendiri dap independen dari
interfensi para pendiri.

b.  LMP adalah lembagas vang menjalankan poran medissi untuk
sengheta-sengketa tertentu dibidang perbankan, tapi LMP tidak
tunduk pada BI, dan bebas interfensi BIL

Mengenai bentuknya kelembagaannya maka terdapat bebempa aliemnatif

yaim:ml

Pertama, berbentuk yayasan. Dasar hukumnys adalah Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 fentany Yayasan sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tanggal & Oktober
2004, Bentuk ini dipergunakan pada pendirian Badan Asbitrase Nasional
Indonesia (BAND), Kedua, berbentuk perkumpulan berbadan hukum (Rechis
persoonlijkheid van vereeniginges) Keputusan raja No. 2 tanggal 28 Maret
1870,8.1870:64. Bentuk ini dignnakan pada pendirian Badan Arbitrase Pasar
Modal Indonesia (BAPMI).

™ A.Zen Putba, Mediasi Sengkere Perbunkas dengon Bidang Paser Modad, disampaikan pada
Diiskust Terbatas Mediesi Perbankan Ketjesama antars B dan FH UBL, Madan, 15 Febroart 2087
W gelix Oentoeng Sochegdo, op.cit hlm S,

 thid
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BAB HI
PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan urafan-uraian yang telah disebutkan diatas, sdspun yang
menjadi kesimpulan dalam penulizan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan yaitu dengan
dikeluarkannya Persturan Bank Tndonesia (PBI} Nomor 8/5/PBI/2006 teatang
Mediasi Perbankan sebagaimana dirubah dengan PBI Nomor 10/1/PB1/20068 hal
ini menuniukkan bahwa periindungan hak nasabah sudah mulai diperbatikan,
Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan melalui doa cara yskni
perfindungan  secara implisit yaitu pedindungan yang dihasilkan oleh
pengawasan dan pembinaan bank vang efekiif, yang dapat menghindarkan
terjadinya kebangkrutas bank, salah satonya melalui peratume perandang-
undangan dibidang perbankan dan perlindungan secara eksplisit yaitu
perfindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin
simpanan  masyarakat atas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank
Indonesia dalam rangka melakukan pombinaan dan pengawasan mempunyat
peran yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar hak-hak nasabah
dapat terlindungi, Paket kebijakan yang telah dikelvarkan oleh Bank Indonesia
salah satunya adalah meogenai mediasi perbankan. Pedlindungan hukum
terhadap hak-hak passbab secara hukom positif hares dilakukan melabui
peraturan  perundang-undangan yang terdapst dalmm  hierarki perundang.
undangan. Oleh karena itu karena itu PBI tentaop Mediast Perbankan ini
memeriukan penyemparnaan yang lebih komprehensif, baik dari materi muatan
maupun bentuk aturan hukumnya, Solusi hukum yang dapat dijadikan sebapai
payung hukum mediasi perbankan adalah Pertama, menggunakans undang-
undang, Keduwa, menggunakan PBIT dengan memints  undang-undang
mendelegasikan/mengamanatkan pengaturannya.
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2, Manfaat mediasi perbankan scbagai alternatif penyelessian scngketa dalam
menvelesatkan sengketa perbankan adalah salsh satunya untuk mencapai
kesetaraan antara pihak vang berada dalsm konflik sehingga dapat mencapai
win-win solution. Bagi pihak bank penyelesaian senpketa melalni mediasi
perbankan  memberikan  dampak  positif  terutama dalam meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena dengan buorlarut-larutnya
sengketa antara nasshah dengan bank dapat menurunkan citra bank dan
membawa dampak negatif bagi kelangsuagan cksistensi bank yakni reputasi
dan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. Sedangkan bagi
nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikeo dan kecil, disamping sebagai
wuiud perlindungan hukum terhadap hak-hak nesabah, maka kehadiran mediasi
perbankan juga memberikan angin segar terhadap penyelesaian senpketa antara
nasabah dengan bank yang sering berlarut-farut dan memerlukan waktu dan
bigya yang tidak sedikit. Melalui mediasi perbankan ini penyeiesatan sengketa
antara nasabah dengan bank dapat diselesaikan secara sederhiana, murah dan
cepat. Melalul penyelenpparean mediasi perbankan maka hak-hak nasabah
dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik,

B. Saran
1. Lembaga mediasi perbankan independen yang akan dibentuk nantinya tidak
hanya terdind dari kalanpan perbankan atau asosiasi perbankan saja tetapi ikut
memasukkan unsur-unsur lain seporfl kalangan akademisi dan praktisi
schingga dapat bertindak benar-banar netral dalam menyelesaikan sengketa di
bidang perbankan. Meskipun nantinya lembaga inl dibentuk dari asosiasi
perbankan tetapi harus tetap independen dalam menjalankan fungsinya. Untuk
it diperlukan pengawasan terhadap jalannya proses mediasi tidak dilakukan
oleh Bank Indoncsia, tetapi dengan membentuk Dewsan Kehormatan vang
khusus ditugjuk untuk mengawasi, mengevaluasi dan menetapkan ada
tidaknya mediator yang bertindak salah atau keliru, menyalabgunakan atau
melampani batas kewenangannya.
2. Sebaiknya Lembaga Mediasi Perbankan Independen ini tidak hanya melayani
nasabah yvang dirugiken oleh Bank, felapi juga melayani bank yang
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kemunpkinan dirugikan oleh nasabahnya. Hal ini untuk menciptakan
harmonisasi biluteral antara keduanva schinggs yang difindungi tidak hanya
nasabah yang dirugikan oleh bank, tetapi juges memberikan perlindungan yang
seimbang terhadap bank yang dirugikan oleh nasabah yang bemiat burukfidak
baik.
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Menimbang

Mengingat

Fe

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR; 8/5/PB1/2006
TENTANG
MEDIASI PERBANKAN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak
selalu  dapat memuaskan npasabsh  dan  berpolenst
menimbutkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah
dengan bank;

bahwa penyelesaian seagketa di bidang perbankan yang
berlarut-farut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan
risiko reputast bags bank;

bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara
nasabah dengan bank dapat dilakukan secara sederhana,
murat, dao cepat melalui cara mediasi;

bahwa  berdasarkas pertimbangan butir 2, b, dan ¢,
dipandang perfa untuk mengatur mediasi perbankan dalam
suatu Peraturan Bank Indonesiy;

. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992 teotang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor
31, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubzh dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tshun 1998 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang ...
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Menetapkan

“2-

2, Undang-Undang Nomer 8 Tabun 1999  tentang
Perlindungan Konsumen {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 38213,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tshun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomior 3843 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tehun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternalif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

5. Peraturan Bank lIndonesia Nomor 7/7/PRI2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan  Nasabah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahen 2005 Nomor [7, Tambahan
Lembaman Negara Republik Indonesia Nomor 4476);

MEMUTUSKAN;

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MEDIASI
PERBANKAN.

T
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BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Bank adalah Bank Umum den Bank Perkreditan Rakyat scbagaimana
dimaksnd dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah digbah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
termasuk kantor cabang bank asing.

Nasabah adalah pibak yang menggunakan jass Bank, termasuk pihak yang
tidak memililki rekening namun memsanfuatkan jasa Baok untuk melakukan
transaksi kevangan (walk-in customer),

Perwakilan Nasabah adalah persecrangaen, lembaga dan atan badan hukum
yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat kuasa
khusus dari Nasabah.

Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan
Nasabah kepada penvelenggara mediasi perbankan, setelah melafui proses
penyelesaian peagaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalar Peraturan Bank
Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Mediasi adalah proses penyvelesaian Sengketa yang melibatkan rediator
untuk membantu para pibak yang bersenghketa guna mencapal penyelesaian
dalam bentuk kesepakatan sukarela terbadap scbagian ataupun seluruh
permasaiahan yang disengketakan,

Mediator adalah pihak vang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan
Mediasi.

7. Kesepakatan ...
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7. Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nassbah atau Perwakilan
Nasabzh dengan Bank terbadap suatu upaya penyelesaian Sengketa.

8. Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat Kesepakatan yang
bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank.

BARII
PENYELENGGARAAN MEDIASI PERBANKAN
Pasal 2

Sengkets antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhbinys
tuntutan fmansial Nasabah oleh Back dalam penyelesaian pengaduan Nasabah
dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan.

Pasal 3

(1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan
independen yang dibentuk asosiasi perbankan.

{Z) Pembentukan lembaga Mediasl perbankan independen sebagaimane
dimaksud pada ayat (1) dilsksanakan selambat-lambamys 31 Desember
2007.

{3) Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi porbankan independen
melakukan koordinast dengan Bank Indonesia.

{(4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dibentuk, fungst Mediasi perbankan dilaksanakan oleh
Bank Indonesia,

E
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Pagal 4

Fungsi Mediasi perbarkan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu Nasabah dan
Bank untuk mengkaji vlang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh
Kesepakatan,

Pasai s

(1) Dalam rangka melgksanakan fungsi Mediasi perbankan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Bank Indonesia menunjuk Mediator,
(2} Mediator scbagaimana dimaksud pada avat (1) harus memenuhd svarat paling
kurang sebagai berikut: ‘
a. memitiki pengetabuan di bidang perbankan, kevangan, dan atau hukum;
b, tidak mempunyal kepentingan finapsial afau kepentingan lgin alas
penyelesaian sengketa; dan
c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pasal 6

{1) Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 2 dilaksarakan unituk
setisp Sengketa vang memiliki nilai tuntutan finacsial paling banyak
Rp500.066.600,00 (lima ratus juta rupiah}.

{2} Nasabah tidak dapat mengajukan tumtutan finansial yang diakibatkan cleh

kerugian immateriil.
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BAR Il
PROSES BERACARA PADA MEDIASI PERBANKAN
Pasal 7

{1) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada

Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atao Perwakilan Nasabah,

(2) Dalam hal Nasabali atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian

Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib mememihi panggilan Bank

Indonesia.

Pasal 8

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
wajib memenuhi persyaratan schagal berikut:

1.
2.
3.

diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
pernah disjukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
Sengketa yang diagukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus
oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atan belum terdapat Kesepakatan yang
difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;

Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan,

5. Sengketa vang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan

yang difasilitasi olch Bank Indonesia; dan

pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebibi 60 {enpam puluh) hari kerja
sejak tangpal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank
kepada Nasabah,

Pasal 9...
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Pagal 9

{I) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atauv Perwakilan Nagabah dan
Bank menandatangani perjanjien Mediasi {agreement to medigie) yang
emeat
8. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian

Seagketa; dan
b. persetujuan untuk patuh dan tundok pada aturan Mediasi yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

{2) Bank wajib meogikuti dan mentaati perfanjian Mediasi yang telah
ditandatangani oleh Nasabah atan Perwakilan Nasabzh dan Bank.

Pasal 10

{1} Nasahah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses
Mediasi.

(2) Pemberian kuasg sebagaimava dimaksud pada ayat {I) dilakukan dengan
surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima

kuasa untuk mengambil keputusan.

Pasal 11

{1} Pelaksarman proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akt
Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puiub} hari
kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabsh dan Bank menandatangani
perjanjian Mediasi (agreement to mediate) scbagaimana dimeksad dalam
Pagal 9 ayat (1}

2Y Jeneka ...
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(2) Jangka waktu proscs Mediasi sebapaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
diperpanjang sampai dengan 30 (tiga pulub) har kerja berikutoya
berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabeh dan Bank.

Pasal 12

Kesepakatan antara Masabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang
dihasitkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kescpakatan yang
ditandatangani oleh Nasahsh atau Perwakilan Nasabah dan Bank,

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbaokan antara
Nasabah dengan Bank yang telah disepskati dan ditvangkan dalam Akta
Kesepakatan,

BABIV
LAINLAIN
Pasal 14

Bank wajib mempublikasikan adanys sarana altematif penyelesaian Sengketa di
bidang perbankan dengan cara Mediasi kepada Nasabah.

Pasal 15

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalem Pasal 3
disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank
Indonesia, Menara Radius Prawiro lantai 19, Jalan M.H. Thamnn Ne. 2, Jakarta
10110,

:
<

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH Ul, 2009



-0.

BABV
SANKSI
Pasal 16

{1) Banpk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{2), Pasal 9 ayat {2}, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif
sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undasg MNomor 10 Talwn 1998,
berupa teguran tertulis.

{2) Pelanggaran sebagaimana dimaksnd pada ayat {1} dapat diperhitungkan
dalam kompaonen penilaian tingkat kesehatan Bank,

BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Sengketa vang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan Nasabah vang telah
dilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesalan

Pengaduan Nasabah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dapat
diajukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tangeal 30 Juni 2006,

BAR VI
PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penvelenggaraan Mediasi perbankan akan diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19 ..,
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Pasai 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januart 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHAKNUDDIN ABDULLAK T -

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR

DPNP/DPLS/DPBPR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/5/PBI20606
TENTANG
MEDIASI PERBANKAN

UMUM

Penyelesaian pengadusn nasabah oleh bank yang distwr dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/7/PBF2005 tanggal 20 Januwan 2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah tdak selalu dapat memuaskan nasabah,
Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nassbah yang fidak
dipenuhi bank baik seluruhnya maopun sebagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan
tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara pasabah dengan bank, vang
apabila berlarut-larut dan tidak segera ditangani dapat mempengarubi reputasi
bank, mengurangi kepereayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan
merugikan hak-hak nasabzh.

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan
melalyl negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana distur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyclesaian Sengketa, maupun melahy jalur peradilan. Namun demikian, upays
penyeiesaian sengketa melalul arbifvase atan jalwr peradilan tidzk mudah
dilakukan bagi nasabah kectl dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut
memerhukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian
sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil
perly divpayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan
mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagal nasabah dapat terjaga dan
terpenuhi dengan batk. '

Dengan ...
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Dengan  mempertimbangkan  pentingnya  penyelenggaraan  mediasi
perbankan untuk menyelesaikan sengketa nasabah dengan bank maka asosiasi
perbankan  perlu segera mwmbentuk  lembaga mediasi perbankan vang
independen.  Namun demikian, mengingat pembentukan lembaga mediasi
perbankan independen terschut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat
sementara kebutuban mediasi perbankan sudsh mendesak maka pada tahap awal
fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Pelaksanaan fungsi
mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan
nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalaban yang miepjadi
sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maunpun
keputusan dari Bank Indonesia. Dengan demikian fungsi mediasi perbankan
yang dilaksanakan Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat,
membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang
menjadi senpketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya
kesepakatan penyelesaian sengkets antara nasabah dan bank.

Selanjuinya mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggaraan
mediasi perhankan merupakan faktor utama yang harus ditegakkan maka proses
beracara dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan se¢sual dengen
international hest practives dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar penyelesaian sengkela melalui medijasi perbankan tidak merugikan nasabah
dan bank.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas,
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Pasal 2
Yang dimaksud dengan tuntstan finansial adalah potensi kerugian finansial
Nasabah yang didupa karena kesalaban atau kelalaian Buank sehagaimana
dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan
Nasabah.

Pasal 3

Ayar (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Culaip jelas.

Ayat {3}

Cukup jelas.

Ayat {(4)
Bank Imdonesia hanya melaksanakan kegiatan Mediasi perbankan
¢an tidak membentuk lembaga Khusus antuk kepedduan tersebut.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “membanty Nasabsh dan Bank” adalah Bank
{ndonesia memiasilitasi penyelesaian Sengkets dengan cara memanggil,
memperterukan, mendengar, dan memetivasi pasabah dan bank untuk
mencapai kesepakatan tanps memberikan rekomendasi atan keputusan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2}
Cukup jelas.

Pasal 6, .
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Pasal 6
Ayat {1}
Cakupan pilai turtetan {inangial meliputi nilaj kerugian materiil dan
atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah dalam rangks
penyelesatan Sengketa.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian “kerugian immaterii]” antara lain adalah
kerugian karcna pencemaran nama balk dan perbustan tidak
menvenangkan.
Pasal 7
Ayat {1) T
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Pasal 8
Angka

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain bukd
transaksi kevangan yang dilakukan Nasabah.

Angka 2
Upaya pengajuan penyelesaian kepada Bank dibuktikan dengan bukti
penerimaan pengaduan dan atau surat hasil penyelesaian pengaduan
vang dikeluarkan Bank.
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Angka 3
Yang dimaksud dengan “Sengketa yang diajukan tidak sedang
dalam proses oleh lembaga arbitrase, lembaps peradilan, atau
lembaga mediasi lalnnya™ adalah Sengketa tersebut belum pernah
diajukan oleh Nasabah dan atau Bank kepada lembaga-lembaga
tersebut atau upays penyelesaian Sengketa pada lembaga-lembaga
dimaksud sudah dihentikan,

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Sengketa yang sudah permah diupayakan penyelesaiannya melalui
Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia tidak dapat

diproses nlang.
Angka 6
Cukup jelas.
Pasal §
Axyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Avyat (1}
Cukup jelas.

Avat () ...
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Ayat (2}
Pencantuman kewenangan penerima kuasa untuk  mengambil
keputusan dimaksudkan agar proses Mediasi dapat berialan efektif,

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (Z)
Perpanjangan  jangke waktu antara lgin  dimaksudkan untuk
mengantisipasi penvesuaian waktu antuk menghadirkan nara sumber
terteatu yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai masalah yanp
disengketakan.
Pasal 12

Akta Kesepakatap dapat mewmuat Kesepakatan penuh atau Kesepakatan
sehagian atas bhal vang dipersengketakan, atau pun pernyataan tidak
dicapainya Kesepakatan dalam proses Mediasi.

Pasal 13
Kewajiban bagi Bank untuk melaksanakan hasil penyclesaian Sengketa ini
dimaksudkan antars lain dalam rangka mengantisipast risiko reputast Bank.

Pasal 14
Pubslikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau
media lainnya dan sekurang-kurangnya mencakup prosedur yang harus
ditempuh Masabah untuk dapat mengajukan penyelesaian Sengketa kepada
Bank Indonesia.
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Paval 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Perhitungan dalam komponen penilainn tingkat kesehatan Bank
dilakukan pada penilaian aspek manajemen.

Pasal 17
Cukup jolas,

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 1 /PBL2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR &/5/PBI72006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

. bahwa penyelenggaraan mediasi perbankan diperiukan

guna menyelesatkan sengketa antars nasabah dengan bank
yang apabila tidak dilaksanakan berpotensi merugikan
kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank;

. bahwa lembaga mediasi perbankan yang scharusnya

dibentuk oleh asosiasi perbankan untuk menyelenggarakan
alternatif penyelesaian sengketa melalui cara medias
belum dapat direalisasikan:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf & dan b dipandang perlu untuk melakukan
perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Mexiasi
Perbankan;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(L.embaran Negara Republik Indonesia Tehun 1992 Nomor
31, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubab dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tabun 1998 (lembaran Negara

Republik ...
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Republik Indonesia Tabun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37%0);

2. Undang-Undang Nomwr 8 Tahun 1999  tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahon 1999 Nomor 42, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Dank
Indonesia {I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indomesia Tahun 2004 Nomwor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-lindang WNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Aliermatif Penyelesaian Sengkets (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

5. Persturan Dank Indosesia Nomor 7/7/PBI2005 tentang
Penyelesatan  Pengaduan Nasabgh {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2005 Nomer 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);

6. Peraturan Bank Indonesia Nemor 8/3/PBY/2006 tentang
Mediast Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nemer 7, Tambaban Lembsaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4601);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI]
PERBANKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan daiam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006
tentang Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601} diubah
sehingga berbunyi ssbagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dibapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1} Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan
independen yang dibentuk asosiasi perbankan.

{2) Dihapus,

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Mediasi perbankan independen
snelakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.

{4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan
dilaksanakan oleh Baok Indonesia.

2. Ketenfuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai bertkut:

Pasa] 15 ..
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Pasal 18

Pengaiuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pagsal 8
disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank
indongsia, Jalan M., Thamrin Normor 2, Jakaria 10350,

Pasal {1
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenatabkan penguadangan Peraturan Bank
Indonesia inl dengan penempatanoya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Janeari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 10
DPNP/DPLS/DPBPR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
MNOMOR: 10/ 1 /PRIZ2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PFERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANK AN

UMUM

Mediasi perbankan sebagai allermatif penyelesaian sengketa perbankan
merupakan cara yang sederhana, murah, dap cepat untuk menyelesaikan
permasalaban yang terjadi antara nasabah dengan bank. Selain 1tu, hasii mediasi
yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan
bentuk penyelesaian permasalahen yang efektif karens kepentingan nasabah
maupun reputasi bank dapat dijaga.

Penyelenggaraan mediasi perbankan idealnya dilaksanakar oleh kalangan
industri perbankan sendin yang dalam hal i dapat diwakili oleh asosiasi
perbankan. Namun demikian, pembentukan lembaga mediasi perbankan yang
akan mewadabi penyelengparasn mediasl perbankan sebagaimana diamanatkan
dalam Perasturan Bank Indomesia Nomor 8/5/PBU2006 ientang Mediast
Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala seperti
aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Mengingat penyelenggaraan mediasi
perbankan sangat diperlukan mmtuk melindung: kepestingan publik dalam
pelaksanagn transekst keuangan melalul bank, maka untuk sementara waktu
fungs: mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal [
Angka |
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Dihapus,
Avat (3}
Cukup jelas.
Ayat{4)
Bank Indonesia hanys melaksanakan kepiatan Mediast
perbankan dan tidak membentuk lernbaga khusus untuk
keperluan terschut,
Angka?2
Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 1]
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4808
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